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BUPATI SANGGAU,

bahwa untuk mengarahkan pembangunan wilayah
Kabupaten Sanggau secara berdaya guna, berhasil gufl&,

u.r*"i, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang
adii dan sejahtera, serta pertahanan kearna.Iran perlu
disusun tata ruang rvilaYah;

bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan
pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat
*"t^ rencana. tata ruang .txrilayah merupakan arahare
pemanfaatan rllang, lokasi investasi pembangurtall' yang
Silaksanakan pemerintah, masyarakat dan atau dunia
usaha;

bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2AO7 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pernerintah
Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional, rnal<a.konsep dan strategi pemanfaatan
ruarlg wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau;

bahwa berdasarkan pertimbangart sebagaimana.
dimaksud dalarn huruf a, huruf b dan humf e, perlu
rnernbentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2Ol4-2O34;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 7959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
1953) sebagai Undang-Undang (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nonnor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



3. undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasa-r rotok-rokok Agraria {Lembaran }iegara Repubiik
Indo::esia Tahun i960 Nomor 104, Tamtrahao Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

4. Undang-Und.ang Nomor 41 Tahun L999 tentang
Kehutanan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
iq99 i.{omor i57, Tambahan Lembaran T.fegara Repubiik
Inrjonesia Ncmcr 3S88j setragaimana diubah dengan
Peratura:r Pemerintah Fengganti undang-undang Nomor
i Tahun 2*o+ menjarii undang-undang Nomcr 19 Tahun
2**4 ilemi:'ar"an Fiegar=a Rtpubiik inclorresia ?'afrun 2*O4
Nomor 67 , Tami:ahan Lembaran Negara R-eprlfuliis

Indonesia Nomor ++OLj;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2AAT tentang Penataa:l
Ruang iiembaran i-{egara Repubiik In4one sia Tahun 2t}07
Namor 68, ?ambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor +725!;

6. Undang-Undang Nomcr 4 Tahun 2OAg tentang
Pertambarrgan Mineral dan Batuba=ra {Lemtlaran Negara
Repubiik inrionesia Ta-hun 2ao9 Nomor 4, T'arnbahan

Lembaran Negara Republik ladcrnesia Nomcrr a959);

7. Und*-ng-UnCang iricm+r' 32 Tahun 2+09 tentang
Perlindungan dan Pengeiolaan Lingkungan Hidup
(tembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2aa9 Nomor
i40, Tami:aJran Lemtraran i{egara Republik inrionesia
Nomor 5059);

8. UnCang-LTndang Nornor. 41 Tahun 2OOg tentang
Periindungan Lahan Pertanian Pangan Berkeianjutan
{Lembaran Negara Repubtik IndonesiaTahun 2oo9 Nomor
i49, ?zuobairzur Lemtrar-a:r Nega]"a RepuLriik lndcrresia
Nomor 5068i;

g. Undang-IJndang Ncmor L2 ?ahun ZALL tenta:rg
PemLrentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun ZaLl Nomor
82, Tarrrhaha::. Lembar-a-r= i{egara Republik indonesia
Nomor 523a);

10.Undang-Undaag Nomor 23 Tahun ZAH tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengart
Feraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2AL4 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2AL5 {LemtraraE Negara Republik Inrionesia Tahun 2o15
i.{omor 24, Tambah'an Lembaran i'{egara Repui:lik
Ind-onesia Nornor 5657];

ll.Peraturafl Ferrrerintah Nomor 26 Tahurt 2OA8 tentang
Rencana Tata Ruaflg Wilayah Nasional ilembaran Negara
Republik ind.onesia Tahun 2A*8 Nomor 48, Tambahan
l,eliibar=an i'ieg'ara Repul:iik ir=rdor-re si'a Notncr   I 3 3 i ;

i2.Peraturan Pemeriniah i.iomor 24 Tairun 2AO9 tentang
Kawasaa Industri{Lemba_ran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AAg Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik indanesia Nomor a9871;



AlTenetonl.otl ':Y!LIILL.liJrlr"!l .

l3.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2AlB tentartg
Penyeienggaraan Penataan Ruang {Lembara;r }'iegara

f-eplnUf. Indonesia Tahun 20i0 Nomor 21, Te-mi:a-han

Lemba-ranNegaraRepubliklndonesiaNomor5io3);

l4.peraturan Pernerintah Nomor 68 Tahurt 2010 tentang
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Fenataal
Ruang ilernbaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 20 i0
Nomor 118, Tambahan Lemtlaran Negar:a Reputllik
Indonesia Nomor 516Oi;

ls.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2A13 tentang
Keteiitian Peta Rencana Tata Ruang ilemba-ran Negara

Repubiik Indanesia Tahun 2oi3 Nomcr 8, Tamtlahan
LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor5393};

lc.Peraturan Presiden FJarnor 3 Tahun 2ct2 tentang
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Al2 Nomorl0);

lT.Peraturan Menteri Pekerjaan urnum Nomor
16 / PRT i M i 2* *q teniartg Pedi*man Penyu sun an Flencana
Tata F-uang tlJilaYah KabuPaten;

lS.Peraturan Mentei Dalarn Neg*ri Ncmcr 47 Tahs1rr zOii
tentang Pedoman Penyusunan Feraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang lryilayah Provinsi da]l
KatruPaien /Koia;

lg.Peraturan Menteri Daiam Negen Nomor 1 Tahun 2{}i4
tenta:rg Pemtre*tukan Produk Hukum Daera-h;

2S.Peraturan Daerai. Pravinsi I'..alimantan Barat Namor 10

Tahun zaw tentaag Rencana Tata Ruang wilavah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2AL4 - 2A3a;

2l.Peraturan Daerah Kabupaten sanggau l{omor 16 Tahun
2f}i2 teniang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
KabuPaten Sanggau Tahun 2005;

Dengan Persetujuan Bersama

N E$,IAN P E REIAKI LAI{ P.AKYAT DA E RA H ITJqE U PA? E i\i SAi{ GSAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

PEP,ATUP.AN DAEP=AH TENTANG R-ENCAI{A TATA RLIANG

WiLAYAH KABUPATEN SANGGAU ?AHUN 2{}T4 - 2434.

BAB I
KETENTUAN Uh{Uivi

Bagian Kesatu
Pengeriian

Pasal 1

Da.tam Peratwran Daeratt irri yang dimaksud dengan :
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2.
-J.

Provinsi adaiah Provinsi Kalimantan Barat.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Sanggau-

pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah

Caerah yarlg mernirnpin peiaksarlaaarr urusa]l pernerintahan yang rnenjadi

kevrenangan eton*rn menjadi keu'enagancton*rn'

Kabupaten aCalah Kabupaten Sanggau.

Eupati adile,h BuPati Sa-nggau-

De-wa:i per*ra-lii1a:i Fai4,-at Daerah Katrripaien Sai:iggau selafijriin3ra

disingkat DPRD adeflah iembaga per*'akilafl daerah sebagai unsur
penyelen ggara Pernerintah Daerah Kabu paten Sanggau'

Ruang adalah wadah yang meiiputi ruafig clarat, ruang iaut, ruang udara
termaiuk ruajlg rii cialam bumi se"oagai satu kesatuar wilayah, tempat
manusia dan makhluk lain hidup, n-reiakukan kegiatan dan mernelihare
kelangsungan hiduPnYa.

Tataruang adalah tvujud struktur ruang dan pola ruang.

Struktur ruarg adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
j ar ingan p r asar afi a dan s'ar arla y afi g be rfu r: gsi se bagai pen d u k u *g ke giatan
sosiJ ekcn+mi rnasSraralk*g yang secara hirarkis mea:ilikr huhungan
fungsional.
pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang
meliputi peruntukan ruafig untuk fungsi iindung dan peruntukan ruang
untuk fungei buCidaYa.

Peaataari fua11g ad2lah suatu sisiem proses perefiean&?t t&+,fi fUaIIg,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur
ruaxg dal pola ruang yang melipuii penyusunan dan penetapa-n rencana
t_ata rua-*9.

Pemanfaatani1iaftgadala]:upa}rauntukme'wujudkanstrukturi.uangdan
pola ruang sesuai dengan r:cficana tata rua-r:g mela-lui penyusunan dar1

pelaksanaan program tleserta pemb iay aan*ya.

pengendalian pemarr:faatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertihr

tata ruaItg.

Rencana tata rua_ng attalatr hasil perencaaaan tata ruang.

Wilayah adalah ruaxg yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap

*rr*.1rr ter:kait yang '*atas ,iarr sisiemnya diierrtukan berdasarkan aspek
administratif danl atan a-spek fungsional.

Kawasan adalah wiia3rah yang memiliki fungsi utama lindung atau
budioaya.

Kawasan iindung adalah wiiayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelesla-rian lingkungan hidup yang rnenca-kup surnber daya
alam dan sumber daya buatan.

Kawasan budidaya adalah kanvasan yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk budidaS,'a atas riasar kcariisi dan potensi sumber daya alam, sum'ber'

daya manusia- dan sumber rla3'3 t.ua-tan'

I{awasan perkotaan adaiah .wila.vah 
-1'afrg mempunyai kegiatan utama

bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahal, peiayanan sosial rial kegiatal ekonomi.
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21. Kawasan pertahanan negara ada-lah wilayah Jrrang ditetapkan secara
nasionai yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

22. Kawasal Peruntukan Pertambangan yang seianjutn3ra disebut sebagai KPF
adaiah ,,viiayah yar,g memiHki patensi sumber daya bahan tambang -yang
berwuiud padat, catr, atau gas berdasarkan p$a/data gealogi dan
merupakal tempat dilakukannya setragian atau seluruh tahapal kegiatan
pertarnbangan yang meiiputi peneiitian, penyeliriikan umurrr, ekspiorasi,
aperasi produksi,i eksploitasi dal pasca tambang, ba-ik di vrilayah daratan
maupun perairan, serta tidak ditratasi oleh penggunaan lahzur, baik
kawasan budi daya maupun ka:,vasan lindung.

23. Kawasan Strategis Nasional adalah wiiayah yang penataan ruangnya
diprioriraskan ka-rena mfrnpunyai pengaruh sangat penting secara nasicnal
terhadap kedaulatan negar:p, pertaha:r.anr- dan keamallall negara, ekonomi,
sosial, budaya, danlatau iingkungan, termasuk wilayah yarLg ditetapkan
sebagai warisan riunia.

24- Kawasan Strategis Provinsi adalah rvilayah yafig penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam iingkup
provinsi terhadap ekonomi, sosial, budalra-, dan/atau lingkungan.

25. Kawasa:r Strategis Kabupaten adaiah -+rilayah i.ang penataan z'uangnlia
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam iingkup
kai:upaten I kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, danl atau lingkungan.

2t). Pusat Kegiatal Wilayah yang selaljutnya Cisetlut PKW aCalah kawasal
perk*taan yang berfungsi untuk meiayani kegiata.rt skaia prcvinsi atau
beberapa kabupate * / kata.

27. Fr-isa-t Kegiata-n Strategis Nasicnal yang seia-r'rjr-:-tnya disel-.ut PESiY adalah
kawasan perkotaan yarlg ditetapkan untuk mendorong pengembangan
kawasan perbatasan.

28. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan
perkotaa-n yang berfungsi untuk meiayani kegiatan skaia kabupaten atau
?reherana kecalrratan 

"svuvrl4yq 1ar

29. Pusat Pe}"a3,'alan Ka-.;rasan yang selanjutnS,'a Cisebut trPK adalah kav;asan
perkotaan yarlg berfungsi untuk melayani kegiatan skaJa kecamatan atau
beberapa desa.

30. Pusat Pelayanan Lingkungan yarLg selanjutnya disebut PPL adalah pusat
permukiman yang i:rerfungsi uniuk meiayar:i kegiatan skala antar desa.

31. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentalg persyaratan
pemanfaatan i"uang dan ketentuan pengenCaliannya dan disusun untuk
setiap blak/zana peruntukan yang penetapan zafiarlyadalam rencana rinci
tata ruang.

32. Perangkat insentif adalah pengaturan yarLg bertu.y'uan memberikan
rangsangan terhadap kegiatan seiring dengan penataan ruang.

33. Ferangkat disiinsentif adaJai pengaturan yang bertujuan membatasi
pertumbuhan atau mengurangi kegiata:: yang tidak sejaian dengan
penataan ruang.

34. Rencana Tata Ruang Wiia3'ah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil
perencanaan tata ruang yang mengaiur i'encana struktur ruang dan pola
rr1onfi t.rilat.al.rr u+r!5 vvrrcljr.Ii,

35. lztlr. Pemanfaaataa i'uang adalah yar'9 dipersya-ratkan dalam kegiatan
pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



56" Masyarakat adalah orarlg perseorangax, keiompok orang termasuk
masyarakat nukum adat, korpcrasi, dan/atau pernangku kepentingan non
pemerintahan lain dalam penate-an ruang"

JT. peran Serta Masya-rakat aCalah partisipasi aktif masya"rakat dalam
perencasasn tata fuapg, pemanfaatan ruang dan pengendaiian
pemanfaatan ruang.

Baglan Kedua
Ruang Lingkup Daa Batas r#iilayah Kabupaten

Fasal 2

Ruang lingkup Peraiuran Daerah ientang Rencana Tata Ruang \Aiilayah

Kabupaten Sanggau rnencakuP :

a. iujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang w-ilaya-h ll.atiupai-en;
b" renca-Ila struktur ruang wiiayah Kabupaten;
c. rencana pola ruang wilayah Kabupaten;
d. peneiapan kawasan strategis wilayah KaLrupaten;
e. arahan pemanfaata:: ruang'""'ilayah I'iabupaten; dan
f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wiiayah Kai:upaten.

Pasai 3

(1i RTRW iKabupaten mencakup ruang dai"at, ruang peraira-r:., dan ruang udara
terma-suk ruang di dalam bumi menurut ketentrtan peratui-a:r peru-nd.ang-

undangaa.

t2j RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat {1} mencakup wilalrah
administratif:
a. Kecamatan Kapuas;
b. Kecarnatan Mukok;
c. Kecamatan Parindu;
d. Kecamatan Tayan Huiu;
e. Kecamatarr Tayan Hiiir;
f. Keca;:ratar Balai;
g. Kecamatal Toba;
h. Kecamatan Meliau;
i. Kecaniaian Bonti;
j. Kecamatan Kembayal;
k. Kecarnatan Beduai;
i. Kecamatan jalgkang;
m. Kecamatan Entikong;
fl. Kecamatan Sekayam; Dan
o. Kecamatart Noyan.

{3} Batas wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayai (ii mencakup:
a. sebelah Lltara berbatasa-ri dengan Malaysia Timur {Serarvak};
b. sebelah Selatan berhatasan dengan Kabupaten Ketapang dan

Kabupaten Kubu Raya;
c. *ebeletr Barat. berbaiaee-ii deng'an Kabupaten La:rdai<, Kabupatea Kubu

Raya- dan Ka-trupaten Bengkayanqi datt
d. sebeiah Timur berbatasan dengan Kabupaien Siniarrg dan Kabupaten

Sekadau.
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BAB II
TUJ UAl*i, I,.EBIJAKAI.{ DAi{ STRATE Gi

PENATAAN RUANG $/ILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
'r'rrirr 911 Pe*ataan RUangI uJu' 

Pasai 4

Tiijuan penataan ruaxg Kabupaten adaiah teria,'ujudnira pemaltaatan ruaiig
Kai-:upaten yang arrlan, Eirarnae Can prcduktif dengan *rernperhatikan
keterpaduan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan melalui
pengembangan industri, perdagalgan dan jasa skala regional, pariwisata serta
pengerrbanBall kawasarr perbatasarr yang berkeianjutarr oal be:rurawasa-n

lingku n gan u ntu k ke sej ehtere.an rnasyarakat.

Bagian Kedua
Kebijakan Peaataa:'i Ruang

Pasa-l 5

Kebijakan penataan ruang wiiayah kabupaten tiisusun untuk mencapai
tujuan penataart {uarlg wilayah kabup aien.

Ketrijakan penaiaan rri.ang wiiayair kabupaien sel:agaimana dimaksud pada
a3rat {i} terdiri atas:
a. Pengembangan pusat-pusat kegiatan yang terhuhungkan dengan

sistem jaringan transporta-si yaxg terpadu serta pengembangal
prasal'ar: a da;i sal-ajia penduku n1fiy a;

b. Pengembangan kawasan industri berskala regional untuk mendukung
pengemb afigan sektor perkebunan dan pertambangan ;

c. Pengemi:angar kawasan perdagangan dan jasa berskaia regional yang
.iilo-*1.^*i rilu'urrs^ay. ueil.ga-rr prasai'afl a dan Safalia pendUkurrgnya;

d. Pengembatlgan kawasan pariwisata berbasis lingkungan dan budaya
yang berdaya saing;

e. Pengem-harlgcr1 i<a:,r,'asan perbatasan negal'a se-Oagai berand.a depa:r
serta mend+r+ng pertumbuhan ek*nomi ba-gi peningkata;r
ke sej ahteraan masyarakat;

f. Pengembangan jaringan transportasi dan infrastruktur pendukung
uniuk raenriukung peilgerrlbangan sektor un€€uian kabupaien, yaitu
sektor perkebun*l, pertamba:rgan, industrr, pa::irvisata-, serta
perdagan gan dalr'jasa skala regional;

g. Pemantapan kawasan berfungsi lindung untuk menjamin keberlanjutan
pembaagi-i-nait dan kelestarian iingkungan ;

h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan kear,":rana;r'; dan
i. Pengembangan perkotaal dan perdesaan yang berkelanjutan dart

ber-wawasan iingku ngan untu k kesej ahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga
Straiegi Penaiaan Ruang

Pasal 6

t1) Sirategi pengembafigarr pusat-pusat kegiatart yarLg terhubungkan dengan
-:-L---^ 

:^--:--biEltrrr Jicruiga:L if'arrsp+rtasi y'a:lg ierpadu eerta perrgernb'ariga.i:a tr]raBar'alia
dan sarana pendukungnya setragaimana- dimaksud dalam Pasal 5 ayat {2}
huruf a meliputi:
a. Mengembangkan pusat-pusat kegiatafl yaxg berhirarki daiam rangka

meningkaikan pela5ranan ke seliiruh bagian -wilayah kabupaten;
b- Meningkatkal sistern jaringan tralsportasi yarlg neenghubungkan

pusat-pusat kegiatan secara terpadu dan terintegrasi;
I



(3)

c. I\4enyediakan prasarana dan sarara wilayah di setiap pusat-pusat
kegiatan sesuai dengan fungsi, peran,hirarki dan ska1a peiaSranannya;

d. Mengembangkan sistem pusat perdesaan -vang rnampu rneningkatkan
keterhubtingan kawasal perdesaan dengan pusat-pusat kawasan
perkotaan teroekatny a;

*. isrningkatkan ristrm prararania transptiri.asi d,arat giii:ra lekrih
meningkatkat kelanca-ra:r prCIses koleksi dan di*.rtribusi ba-ra-nglja-sa-;

dan
t. Mengembangkan dan meningkatkan prasarana lingkungan

permukinta-r: uirtr-rk mer-rrngkaikan kuaiitas keterpadua-rr sisiem
penyediaal pxlayaxan regional untuk air bersih, persampahal,
drainase dan limbah.

t2l Strategi pengembangan kawasan industri hrerskala regional untuk
mendukung pergembangafi sekfor perkebunalr dan pertambangan
sebagaimela disreksr:d dalem Pasa] 5 ayat i2) huruf b rneiiputi:
a. MengembarLgkan dan meiestarikan kawasan peruntukan industri

untuk rnewujudkan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian
daerah *anf ai*.u nasicnai khususn3,a industri pengoiahan hasii
pertania:r, perkebunall, hasil hutan dan hasii pertambaaga-n di
kawasan Tayan;

h,. Mengembangkan das merlingkatkan jar:lrrga* tralsportasi yaflg
xteraghuburegkan-r kax-as'a:r Tayan dereg'a:t kawas'are belak'angirya; dane

e . Mengembangkan intermoda di kawasa:r TaSran guna meneluku-ng
distribusi barang dan jasa di kawasan industri.

Strategi pengembangan kawasan perrlagangan dan jasa berskala regional
y-ang ciiicngkapi dcngan iirasaiana dan sarana pcndukungnYa scbagatmana
r:limeirqrrri ;a.lom Ticqal { arrof i?i hrrnrf r 1-rplirrrtti-Liiiii.tzt\.!]r*i!< -!aaa!tiiii i rii.a:iiii- r-: !:il ai-. i:'t !i!!: +a! r-. rraL!:i,L"' r-i.

a. lVlengembangkan karvasan perdagangan dan jasa berskaia regional di
kota Sanggau Can Hntikong; Can

A. lv?{:naaci1l0arigkar-i prasat-alla ,ilafi Sai-atlA pencliriuilg -i{a-d'asail
r.rerrlqor r1$ar1 rl ,-rn ie,ra her-si<alp r^euinn:-il rii kntp S'-rrrooat! tl'-rrr E.n1il<tlng"
i.j.!l Uaii*:6U: U#l .iaJq L"*1ii:#u :-!a)iL'ii* ui

Qfroferri npnrremhqzrc.lrl lzarxrc:srn narirrricqta herhaqjc iinrllntttct*tt rlcst-t
.-rLirj-Ll,.i;i l-;1-.iii>:,';iii-;":iii6a!! i!.i:!.ijia;-ii iiil!!!! iiiii.i :rLi ij!.i'!'-'

buda_va 3'ang berdaya saing sebagaimana ciimaicsud riaiam Pasai 5 a1r21 {2i
hurui d meiiputi:
a. iv{t;rigernbangkarr kaia'asart pariw'isala aia:-r;;
l: &lengen:ba-ngkan ka.wasan par:irvisata. bLtdava J'attg iet'itriegrasi detrgat:

riestinasi wisata budaya lainnya di Provinsi Kalirnantan Barat;
c. Mengembangkan prasarana rlan sarana penrlukung kegialan rryisata

iri'u tai ria,ii k,,r i a Sar i gg.ru tia r i EriLii.-r-,, rrg;,lar i
d. L{engembangkan kawasan oerdalaman sebagai ka-"vasan r,visata vang

berdaya saing dan beruawasan lingkungan.

Strategi pengembarLgafi kawasan perbatasan iiegara sebagai beranda depan
serta menrlorong pcilumbufian ekunorni bagi penirrgkatan kesejairteraan
t1las1,,efal,,at sebagajmana Cimaksud daiam Pasai 5 a1;at (21 hu:^uf e melipuli:
a. Mengembu.t g"k*t kar.rasan Enttkong di perbatasan negara sebagai

kavrasan sentra perdagangan clan jasa skala regional;
b. iviengembangkan kan'asan Entikong sebagai i<a,,vasan Bandcr Enikang

.-TrrL!t:t {tsE,il;
c. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sa-rana pend.ukung kawasan

J:erriagangan cian jasa skaia regionai cli kawasan Entikong;
-1af--''.-'.-^'L..".-.1-..--:-..:'.-..L'..:J--.-_---.-..:1_-.-..1-1d. ii,?eilgeiilI,ajl8;{a,ai jai';i}g-&ir aiai?spci--aa5i uajl p1-U.5a}artii e-iliiiafi ru-r|riL}iti.

untr-ik mendi:kr:ng pengemhangan ekonami masliara-kat ; dan
e. hiengen:.bangkan kawasan peruntukan pertahanall dan keattanail.

IZJ-I\ ''
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(6i Strategi pengembrangan jaringan transportasi dal infrastruktur penduku*g
untuk men<iukung pengem'hangan sektor ungguian utama kabupaten,
yaitu sektorperkebu-nan, perta:n'ba-ngan, iadustri, serta perdeganga-n dan
jasa skaia regional sebagaimana dimaksud daiam Pasal 5 ayat i2) huruf f
meii.puti:
a. Ideagerri'r-raagkaa jaringan transpcrtasi darai yafig meiipuii jaringaii

jalan d-an kereta a-pi yaxg terpa-du dan terintegrasi;
b. Mengembangkan sistem prasarana transportasi jalan rayayang terpadu

dengan lintas penyeberangan sungar untuk meningkatkan aksesbilitas
arztar kota-kota sebagai pusat periumbutian der:gal "wiiaya-h

belaka-ngnya serta meningkatkan interaksi anta;. wilayale ;

c. Meningkatkan kualitas ja-ringan transportasi terutama menuju pusat-
pusat kegiatan utama;

d. Mengernbangkan dan meningkatkan sistem prasarana energi dengan
memanfaatkan energi baru terbaruka-n dan tak terbaruka:r seea-ra

opiimai serta meu.rujudkan keterpatiua-n sistem perryediaan ter.aga
1: -L --:1--
IIOLl aLt

e. Mengembangkan dan meningkatkan keter"sediaan prasarana
teiekornunikasi untuk meningkatkan kualitas dan jar:gkauan
kemampuan keterhubungan dan integrasi wila3rah; iian

f. iliengembangkan sistem pemanfa-a-tant sumber da:jta ajr untuk
menunjang kegiatan sektor terkait pxrnanfaatan sumb er daya atr.

Strategi pemantapan kanvasan berfungsi lindung untuk rnenjamin
keberlanjuta:r pembangunan dan kelestarian lingkunga;i sebagaimana
dirnaksuC dalam Pasal 5 ayat i2) huruf g meiiputi:
a. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yaxg telah

menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, iiaiarn rangka
rrrrwujrrdkan ctarr memeiikrara keseirnbaflBan ekosi;ttrr: wiiayah ;

b. Meningkatkan perlindungan dan rehabilitasi terhadap kav;asan
berfungsi iindung;

c. Mempertahankan dan meningkatkan periindungan terhadap kawasan
lrnn cr=rrra qi'
rru.ruva r r*ur,

d-. Mewrijudka-nkarxta-sa-n hu-ta-n d*rsga-n 1ua-s paling sed-ikit 3O",h itiga- pr-r-h-th

persen) dari luas wilayah;
e. Meiaksaaakal bertragai kegiatan untuk menga:rtisipasi kerusakal

lingkungan {Cri*niaran3ta beiupa menipisnya ka-wasar} penaixbai atr,
rusaknya dan berkurangnya luas kawasari hutan iindung) terutama
yang dapat mengakibatkanbencana alam {bartjir dan longsor};

i. Mengemi:angkan ruang tertruka hrjau (RTHi pada setiap kawasan
perkotaan berupa hutan k*ta,ja1ur h{jau, taman kota, tempat rekreasi,
irpuogn., olahraga, pernakaman umum, dan iahan pertanial dengan
luas keseluruhan minimal 3Oa/a dari luas wiiayah kota yang
bersalgkutal, <iengal seba-ra;:" yaxg p::oporsiolla-t ; {lax

g. Mengernbangkarr kerjasarna regir-.nal penanganan dampak lingkungan.

Strategi untuk melaksanakan penrr:gkatan fungsi ka:,',rasa-n perta-hanan dan
keamanal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurul h meliputi:
a. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan

lraolmaaaa,GUAar(2l@r,

b. Mengembangkan budi da3'2 secara seLektif di dalam dan di sekitar'
kawasan untuk menjaga fungsi pertaJt:anan dan keamanal;

c. fuiengembangkan karnasan iinriung dan,1s1s11 kawasan budi daya tidak
ierirangun di sekitar- kswasarr periaJtamarr dan keaizra*an negara
setragai zarLa pen,Yangga; dast

d. Turut serta memellhzu'a dan menjaga aset-aset pertahanan dan
keamalan"

141
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{9} Strategi untuk Pengembangan perkotaan dan perdesaan yafig
berkeianjutan dan 'herwara.asan iingkungan untuk kesejahteraan
*asyarakat se!-.agaisrana dimaks.ud dala-m Pasa-l 5 huruf i, meliputi :

a. pengembangarr pusat kawasan perkotaal dan perdesaan secara

mantiiri dan bervia'wasari iiagkungan;
t). Feageanb'afiga;-1 ka*+:asarr perk*taa:r d'aa perd.esaarr ptten*ial iiecara

ekonomi, mela-lui pusat peiayana-n desa a-tau- kota-; dan
c. Meningkatkal interaksi axtara pusat kegiatan perdesaan dan

perkotaan secara be4erqang-

rlt

{c\

BAB lII
REi'i CAi\iA STRUKTUR F.UAN G vf ii-FJAH I{IIEUPATEI\I

Bagian Kesatu
l!l trrlltrfl

Pasal 7

Reneana struktur l-uang wiiayah kabupaten aleiiputi :

a. rencaiiapu sat-pu sai ktgiatan;
b. rencariasistem iartngan prasarana utama: dan
c. rencarlasistem ja-ringan pi'asarana lainnya.

Rencala struktur ruang wilyah kabupaten sebagaimesra dimaksud pada
ayar ili <iigambarkan rialarn peta dengan tingkat keteiitian -"1": SO.StlB

sitragairnana tercantum dalam Larnpiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana pusat-pusat Kegiatan

Rencana sistem Pusat-Pusat
ayai iii trurui a, i.trdiri atas:

^ PI{SN'l ;:U: r,

ir. PKW;
c. trKL;
d PPK' riqir
e" PPL.

Fasal 8

kegiatan sebagaimana riimaksuri daiam Fasal 7

Pasai 9

{1} PKSN sebagaimana dimaksud dalaa: Pasai I huruf a, dikembaagkan di
Kota Entikong.

PK14" sebagaima*a dirriaksud daiam Fasal8 i:uruib, dikerabar:gkan di Kota
Sanggau dan Err.tikorrg.

PKL sebagaii::an:a din:aksud dalarr Pasai I i:urr;rf c, 'likembangkari di Balai
Karangan . Tayan, Sosok, Kembayan, clan Pusat Damai"

{4} PPK sebagaimana dirnaksud datam Pasal 8 huruf d, dikembangkan di
Baiang Taralg, Beduai, Eont|, Baiai sebut, Ke<iukui, dan Meiiau.

i5i PFL sebagaimana oimaksud dalam Fasai I huruf e, dikernbangkan di Teraju
zilnn T\Tmzanual iivy@i.

\/.1

1n1_L1l
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Bagian Ketiga
-iJah^^h^ Qiaiam Tnrinrnn ijrncnrann T Tiomai\UiiLiilid. r)toLLrii ijcij iir6d.rl r 1.1Jaato u Latlla

Pasal iO

RencanaSistem ja*rrgan Frasarana Utama fitxfl7pat<arL sistem jartngan
trasp*ria*i di wiiay'aie kabupaten sebagailrray'la *i:rraksud <iaian:: Pasai ? ayan i1)
h,:rr;f b melipu-ti :

a" sistem jaringal tra-trsporiasi darat;
b. sistem jaringa,n perkeretaapian; dan
c. sistem jai=ingan ir=ar-rspr:i=iasi udara.

Paragraf 1

Sistern jaringan Tra:rsportasi Darat

Fasal t I

tli Rencana sisielrr jasi*gaxt traneportasi <iarat sebagaimana dimaksuri daiam
1 aR 7--- ^.-f -1 f .=i -. -'PaBai iU iiurut a, Ltitrtrl alas:

a. Ja;ingan i.a-h-i Li*tas dan Angkutan JaLan yz?g terdiri atas:
1. Jaringa-n jdan;
2. Jaringan prasarana lalu iintas dan angkutax jaian;
3. .Ia;iaga:i peia-yanan ia-lii lintas daii aegkr-ita;i ialaa;

Lt. Jxingan Angkutan Sungai, Dasans daa Peny*beraagan;

{2} Jaringan jaian sebagarma-na dimaksud pada- ayat i1} huruf a angka 1, terdiri
afac 'ULGg .

a. -Iaringarr Jilan Arteri Primer. meliputi :

1. Ruas ialan Batas Kabupaten Landak - Sosok - Tanjung;
2. Ruas iatan Tanjung - l{,:embayarr;
3. Ru'as iai'arr ts'ttntiay'an - Baiai ts='alaiigan;
4" Ruas.Iala-n Balai Karanga* - Entikong;
5. Ruas Jalar: Entikong - Batas Serawak;
6. Ruas Jaian Batas Kcta P*ntianak - Tayan;
7. Ruas .Ialan Ta;ran - Sosok;
8. Ruas Jalan Ta}ran - Teraju; dal
9. Ruas -Iala:r Teraju - Batas Kabupaten Ketapang.

b" Jaringan Jalan Kolektor Primer yang dipersiapkan menjadi Jalan Arteri
Pnmer, meliputi :

i. R-uas iaian Ti*r-ijung - Baias Koia Saiiggau;
2" Ruas Jalan Sudirman {Kata Sanggau};
3. Ruas Ja-lan Ahmad Yani iKota Sanggau);
4. Ruas Jaian R.E. Martadinata (Kcta Sanggau;;
5. Ruas Jalan Batas Ko'ta Sanggau - Eatas Kabupaten Sekad.au;

^ t^;^^^^ I^1^* l.^"t^t-+^T Pi-imer. rneiipUti :L. u d-r tlr6d-ii Li aaj-{l}l IL(Ji1-AL\J.

t. Ruas Jalan Bialea Karangan - Secangkul {Batas Kabupaten Sintang);
2. Ruas Jalan Entikong - Batas Kabupaten Bengkayang;
3. Ruas iaian N'luara ilai - Batas Kabupaten Landak;
4. Rua-s Jaian Kemba;ran - Ba-ia-i Sebut - Batas Kabupaten Seke-dau;

dan
5. Ruas iatan Bedok iPusat Damaii - Meliau;
6. Ruas ialarr Simpang Pak lviayam iSubani - Fai 28 Kabupaten

Landak; {-Ialan K*iektor Primeri

d. -IaringanJaiar iokal prirner, mel.iputi :

i. Ruas Jalan Semuntai - Kedukui - SP 3 Keeamatan h{ukok - Balai
Selrut iKecamatan Jangkang) ;

2. Ruas .iaian Bodok - Bon'ti - Bantai;
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3. Ruas Jalan Sei.Ranas - Lintang - Penyelimau - Sei.Buayan;
1. Ruas Jaian I'"{eliau - Tal'an;

ULI:U.-rLu)

6. Ruas Jaian Sosak * Engkasarr - Sebuduh;
7 . Ruas Jalan Simpang Sanjan - Mengi<iang - Terati - SP 4;
8. Ruas ialan Pasir Pu*.ih -Semoncoi * hiakkawing;
9 " Rr;as Jalan Sejr-1-26 - No5i2rn - Lulruk Sabr:k;
10. Ruas Jalan Balaj Karangal - Keladang Dua - Setogor - Empoio;
I 1. Ruas Ja-lan Embaong - Sanggau Permai - Segoie - tren3reladi {Ring

n- - I Yz--, fl--- 
-----\,r(t lH( I l\( II H .=ri.t I llll id tJ l -

12. R;;;;ufuo rrarH,rl'xy*ri {Batas Kabupaten Landaki;
13. Ruas -Ia-lan Batang Tarang iEmpira:rg Ujung) - Batas Kabupaten

Lanriak;
14. F-uas -IaJall Sei. Bua;ran - Pampang Dua - Kun;ril - Ter4'u;
15. Ruas Jalan &{eiiau - Sei. Mayann;
15. Ruas Jaian $ei. Ma=-,va"ag - Empacng - Sei. iamwt - Emberas -

rr^1----: ^l^1_rlrL r1,iFrq.r * \v\-tlr}JL\ran,

17" Rt:as Jalan T]. Ka-puas {Segole} - Entaka-i - Selampr-1ng - SP"4;
18. Ruas Jalan Bonti - Tg. Boyok - Muara Ronai - Terati;
19. Ruas Jaian SF.36 Kedukui - Batas Kabupaten Sekaciau-;
/1!.\ n-= ^^ T^1--- n -1^=^^ r7^+^ {a-^Zw" I\.ilL1$ Lriiifiil uLTtiJ.tri j\Lrt-ia \failfiEaU .

a| Jalam {}ajah Mada:
b) Jalan H. Agus Salim;
ci Jalan Yos Sudarso;
r.ti .Ielnn .tl H iJe+-'antar+'*t

ei Jalan Kartini;
1"] Jaian l.,apuas;
B) iaian Sekayaru;
h\ Ta'lon flrrnrrnrr Jaentrlann.--i

il Jaian Bukit Ruan;
ji Jalan H. Abbas;
L-i .iqisrr ivTris,iqfli Srriqiit;,n .Qireoer'--t
li .ialan H. Gilsii;!-

m) Jalan Anggrek;
-^1 T-1_-- i{ --- a7------l-1 n---1 - -- Itr-1ni tJarall. fII(St;S I\OrnpIe K rerr{alltorarr tl\el. I1urluL, .

21. .l?uas ,Jalan Ddam Kata Belaj l{.arangan : Ja}a* Temenggung Gergaji.
22. Ruas Jalan Dalam Kota Batang Tarang : Jalan Busuliung.
23. Ruas Ja3an Dalam Kota Entikong : Jaian Lingkar BDC

{3i Peningkatan dan Pengembangan Jaringa-n jaian seLragaimana dimaksud
naria arzat t'i i hrrar F a aarlra 1 +orAi-i ^i^o 

.
PGUG C-yCL ( r,| rrulUi A Ar6na a, LUrUIla ALaJ .

a Pencrernhqn<rnn -[alqn Sfraieoic Nlaeinnql

1" Nanga Badau - Nalga Merakai - Sekayam - trniikong - Jagoi babang
- ,cruk - Ternajuk {Palo}ri yafig rnempakan rzrrcafiajaringan jalan
par-alel perbatasan;

2. Batas Nega-ra-Entikong dan Baiai Kasatgan-Tanjun g; d-an
3. Tayan - Sosok- Simpang Tanjung - Kemtrayan - Beduai - Balai

Karar:gan - Entikong - Ferbatasar Sarawak;
b. Peninekai.an da:r, pemba-nglirial-i jembata-ir i-iniiik -i'i-reninskaika:t

- ------o----*__

akse siLril itas ar,tar -w ilay ah ;
{. Peningkatan kualitas jernbatan; dan
d. Pembanguna:r jembatan Sungai Kapuas yang menghubungkan -tayan -

Piasa-L- - Toba yang merupakan bagian dari pengembangan jaJur Poros
Selatan menuju Kaiimantan Tengatr.

L,1



t41 Jaringan prasaralla lalu lintas dan angkutan jalan sebaga-rmana dimaksud
paria ai/at iii hurui a angka 2 meiiputi:
a. ka,sasan lintas batas negarp {gerbang dar:at internasional) -r,akni di

Bntikong {sanggau} trerupa pengen:trangar-r terminal Angkutan L.intas
Batas Negara c;arL treiyr-k nngkutaa Liatas Batas Negara dari Pcntianak
- Eritik*ng* liuch'irlg ilviaiaysia.i rlan Fc,nti.'.xrak * Eaiikt::g- Bandtii Seri
Begawa-n (Brunei Da-rru sala:n) ;

b. terminal tipe B di Entikong. Sanggauda;r Tayan;
c. terminaj tipe C diSosok iKecamatan Tayan HuIuJ, Bodok iKecamatan

Parin,iiii, KembalzJl iKecainaian Kernbaya;ii, Baiai Ka::a-nga;t

{}{,"carr:,atan Sekavarn}, Bataag Tarang {Kecatnatan Balai}, Iv1eliau

{Kecamatan }l{eliau}, Ba-lai Sebut {Kecamatan Jangkangi, Bonti
illlianamotan Rnntii rlan 'Tprcirr fI{enomaf.rn T'nh.:i'
ii\u1-CutrOLaij UUitL, uar I ur ffJu lrluururrqLura Lvvul,

d. terrninal khusus barang {d.ry ponl di Eniikong;
e . Feningkatan Jembatar tirnbang di Sasok;
i. Pelriktgkatan Unii pengujian kenriaraan berm*icr di Sanggau; dan

- r_ :__ _1 1_1_ L ^--^-- - J: m^ -- --
fi, rerlBt!rlijiiiiB'd-ii Lui lrtliriil K.rrLlsLls uar.allS tii i dv'd.tr,

/qi iarinaqrl anrrlrriiqn qr rtrrrai r1 arrair Aqn qr.hacrairtana
\-J .*rbr\uLurr uuirt)*, uqrruu uura penye Defangan vvusbwrrr.*rq

dimaksud pada a),at {11 huru-f b, terdiri atas:
a. Sistem jaringa-n prasarana transportasi sungai dikembangkan di Sungai

Kapuas;
b. Derii:raga Sungai 'dap-rq'3s;

c. Pelahruhan penyeheratLgarL terdiri dari:
i. ?ayan - Piasak;
ii. Sungar Mayam - Buayan; dan
::: cr,,--^: rt)^-^^ .r46;!rhd 11 n^,,n^.1r1. LlurIEcLr r\d,lld"i) - IdJIJurrEi r\crlJ{.rd-'!

d. PengembangaJl pelaliuhan atau Cermaga khusus untuk pengangkutan
bauksit di Kecamatan Tayan Hilir; da-rr

^ r-r^-^^*i^^*^^* D^i^l-,,i^^- ^+^r! T-\a-,,h^^^ e,,--^; Lzi^,,^,,- ^^-,,-i^-^L. I LrrEEIrlUdllE;dl.rI l UId-lJLlIl(all dLiaLl ut-LLLLaa6O- l-)I,rIlScLr Ilf tLl.D(-tD yUII(lIIJaT-rlti
-/orxzoson Tnr{rr af ri Tf ilir I(clano Qorxzif rli Torzon

{5i Sistem ;aringan prasaiana transportasi sungai <iiarahkan ke
peagembarlgan praserarra dan sarana transportasi sungai bagi daerah yang
belum teria3'411 /teriangkau oleh sistem transportasi jalan darat"

?aragraf 2
(r"'^+^* T^-:.^*^- T\^-1-^-^4;)iiii fi m, i ai'ifi gan fei'Kei'eiaaiiian

ranian 1z

(1) Rencana jai:ingan kcrcta api sebagaimana dimaksud daiam pasal l"O hurut'
1-r to-.{.'-i afno'

a. ja-lur kereta api; dan-t'. stasiun kereta api.

{2} Jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat i1} huruf a terCiri
dari:
a Iolrrr rel Garpto oni T infac 'Timrrr rrono menohrrlrrrnol-an PnnfianoL -a r- r tr.Jr uLu ufJE ui^:Lur r:atlu: J urle iaauarSrru u'kf,ra;r-tu3a

Ngatlang - Sosok - Sanggau * Sekadau * Sintang - Putussibau -
Kaiimantan Timur;

Lr, d"d'rLiI lEl rrErEL-d"-dpr LIrlLir.E \>E1'd-t'd-Il yd.l lts rrIElrBrrLLrJLrllB)\ieli OLrti\rK - Id.rfialr

- Nanga Tayap - batas Kalteng; dan
c. Jalur rei kereta api Linias Tengah yang menghubungkan Pontianak -

Tayan,

i3) trengernbafigafi prasarana perkerxtaapiarr berupa stasiuft kereta api ai
{\^^-*^.. J^-,r-.--^^()',arrxBd-ri rl'ail i d-J d-rr,

JJ



Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 13

ili Sistem jafi*gan transportasi udara sebagaineana dimaksud rlaiant Fasai iO
L, , *, . {" ^ -^l;'^,, 

r'i.Irrlr llr L irlErrPlrLr,
a. tatry:an keba:rdarr;dasaan; da;r
b. ruang udara untuk penerbangarr.

{2i Tatanan kebaldarudaraan sebagaimana dirnaksu-d pada ayat {1} huruf a
'r^itrr.JaLu.
D Pen*renrirAriffgtl h.snrlar rrrlsrq vr4tts melnrrerri neneihanggn ner'inlis rJiG. : L:fSLiiiL'CrErUf Uuiuu:

SanglEau; dan
b. Pengernhrangan hellgpart rii Entikong.

{3} Penentua-n lakasi ba}dar udcra }rang mela3rani penerba:rgan perintis
sebagaimana iimaksuci pada ayat 12; hurui a akan <iitetapkan seteiah
dilakukan kajian kela;vafua11 iokasi"

t4l Ruang udara untuk penerbangan sebagairnena diinaksud paCa s,7at {li
huruf b meliputi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOPi, yang
diatur lebih lanjut dengan peraturan perunda:rg-undanga;: yarg berlaku.

Ba-gian F.eempat
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 14

Sistem ja-ringa-n prasarana lainnya di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud
riaiam Pasai 7 ayat {ii huruf c meiiputi:
a. sistem jaringar: prasa-ranaenergilkelistrikan. minyak dan gas l-rumi:
b. sisiem jaringan sutnberdaya atr;
c. sisiem ja-ringan pos dan ieiekomunikasi; <ia-n

d " sjs terrr i *;'ingar: per-]g€]siaa;l li;-gk u n garr

Paragraf 1

Sistem Jaringan Prasarala Energi;Kelistrikan, Minyak dan Gas Bumi

Pasal trS

{1} Sistem Jaringan Prasarala EnergilKelistrikan, minyak dan gas br.lmi
sebagaimana rirmaksud daiam Pasa-t izt huruf a meiiputi:
a- tr*tensi pembangkt lisirik di'*'iia5reh kabupeten;
i]. jaringan transmisi listrik; clan
c. jaringan pipa minyak dan gas bumi.

{21 Pengernbangan potensi pemtrangkit listrik sebagaimala dimaksud daLam
a-.a+ I ir i-"-"f ^ *^ii^"+i.cLJO-L \ r,, rrLrr (rr a-, rrlr-rllJL{Lr,
t) Pcrrcrernhqa:.r:tDr1 Fernhanrylzi+ I iq+rilz Tenooa Dieeel {pITn} hersrrrnl-rcr drtri

BBM di Kota Sanggau dan Kota Balai Karangar';
b. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap iFLTUi di Sei Batu

}iecarnata* Iiapuas dan Kecamaiar: Tayan Hiiir;
c PensremhAr.sryr' Pemhangkit T.istrik Tenesa Gas Rarrrhara (PLTGRI di*--o*"- * \------t -=

Ta3ta1;
d. Pengembangan energi baru terbarukan dengan potensi energi air yang

1^-*^,----1. ^.^ --:^* -:^* +^*-'---L-^* -l: -.----!-..--,1--- T..------.*.--.+--.---- 1T->T rna-.{TlI.
UC1 *sUIIIUtrl. I L;-rll.-t-1. Iarll yd.IIB LCr -\CUial L.LCILTI UII r\CLi{-tlli:tLir-Il trlr I LYlflrr,

e. Pengembargan energi baru terbarukafi yailg bersumber potensi energi
surya {PLTSi; dan

f Da*aomFranaon anarai *nonr icr'PrarrrIz^fl rrand ircrcrrmhar riar-i *nin anprcir. r urr€iurrru{lrt;llr uraul 5r v.uu Lvru@ qJr4r Jlur6 uuf,oulrruul u@a ulv urrvrSr.

14



{3} Jaringan transmisi tenaga listrik sebagairnana dimaksud pada ayat i1)
1"',-,'i -i^ +o-.liri Anni.
J.iLTI L.tI L.' LUI \-lII f, LiCLT I.

q -Iarincrarr tratrqrniqi teo ncrcren tirrocri ISI ITT'I \rancr rnenohtr hrtncrkanA, (_;il-i:ri5"=-lr t: {:jiJilIiJl r-LEfii!:;d;ctr Lii ib5! iuu 3 Ll J.r3ii}' rr}urr5,asu!-1f,'&t:Lu+

Pontianak, Ngabang, Sanggau, Sekadau, Sintang hingga Nanga Pinoh;
dal

b. jaringarr i.ransmisi tegangan rnenerrgah iSUTI\ii tii seluruli v,-ilayah
kahi:naten.

i4j Jaringarr pipa minyak dan gas bumi seLragairnana dimaksud pada ai/at (L)

hurulc meliputi jaringan transmisi pipa minyak darr gas bumi jalur Natuna
iProvinsi Kepuiauan Riau) - Tanjung ;lpi {Kabupaten Sarnbasi - Por*iarrak

Tayarr iEiaiiupa'itri S'airgg'a.r.ri P'aiaiigkara5,a iPir:vin'*i l{'aiirn'aii'ra*
Tengahi.

Paragraf 2
Sistem jaringan Sumber Da;.a Air

Pasal 15

(1j Rencana pengem'nangan sistem jaringan sumber daya air setragaimala
di:naksud dalam,D&sal i 4 hu;'ur' b ;iieiiputi:
a" PengembangaE sr-:-mber-sumlrer ajr bersih u-ntu-k kegiatan permukima:t;

dan
tr. jaringan prasararla irigasi.

(2i Pengembangan su-mber a7r bersih uniuk kegiatan permukiman
^^L,^*^:*^-^ l:-^^1-^--.J -^l^ ^,-^+ 1M^,,-.,f ^ *^1i*,,+;.DciiAgillJ-i-iiaiia UTilitiiLitlUil Faria ayaL t il llui uj zi tirUltlluLt:
a-. PemLrangu-ra-n instala-si ajr trersih dan peningkatan jumlah salura:r ajr

i:ersih ke tiap hunian di pusat-pusat permukiman;
b. Fembangunan dan pengembangan prasarana atr bersihperkoiaan di

Kecamatan Kapuas, Bonti, l{c;u'an, }v{ukok, Jangkang, Ta;','an Hilir, Toba,
KembaSran, Meliau, Balai, Entikong, Sekal,'am, BeCuai, Parindu, dan
Tayal Hulu;

c- Pembangunan d.anPengerruJangan prasarana air nersih cii ciesa-ciesa
arano a4aaranntra *aAa r{ecq rrnfertci air iraLrr rlptl.oart nnnrriaci nenrirrrilr'lrjau jfi JaJ#ciilj.L i,rau.a uuJa t,urLiiJ: af L,L!!u- tIJiiL.!<L'a $rvrruusL.:!

yang cukup pariat dan cakupan peiayafiafirlya terhariap peiayanan air
bersih masih rendah, kawasan desa tertinggai maupun ciesa/ciaerah
w iiay ah sit-aiegis ia;nny a.

{Ji Rencala pengembangax sistem ja::ingal prasaraxa irigasi se-bagaima:ra
rlirnaksud pada ayat i1i hur uf b dia"ahkan pada:
a. Kawasan buCidaya perianian iamamam pangan lalian basah {PLB} di 15

Kecamatan;
b. iiawasan-kawasau senira protiuksi padi sai+'ah y*ang perlu

dieks'rensifikasi .l-i 15 Keca,sratan; dan
c. Pengembangan prasarafla irigasi di wilayah pengamat pengairal yaitu

Pengamat Pengairan Kapuas, Baiar dan SekayarrL serta di kawasan
ocibalasaii= vaJrs dinariukai: ,ieirzair reiicembaifcafl ,laerah i:a-wa i-intr-ikr -- - ---_ -_r ** ----o--- r ---o-----
mendukung pengembangan kawasan perbatasan meliputi DI Merawi di
tini II pertlatasan dan Di Pedesaan di wilayah Entikong, Sekaya-m,
Eie/irrai irTnrzan rian x:emharzanuvvu@J aivJurl' u(}r r\uraruqJ@r'

Paragraf 3
Qiciam icrinc,rnEraaarafla iinc r{an TeieirnmrrnilzaaiUIJLUIaI U@11164II aADdULTA U UO U{:4i TLJLI\VIirUItIIlqr)I

Pasai 17

Rencana PengemLrafigafi prasa-rarla pos dan teiekomunikasi sebagaimana
,-i,".-^!.-,,"-t ,{^1^.* D.---1 1 A 1-,,-,--,+'-. ,-.--,-..-.-.1.-, --.
Mtrlnnraif 11 1inio111 1 6raf,1 1T llul ut L rrl\.]rLclhtl_},.

a-. Pen:bangu-nafi sta.-qiun rruicroutaue eiigitai ke semua ibukota kecamatan;

.t5



b.

C.

Pembangunafl stasiun rural, terutama pada pusat desa yang letaknya
+^-j^^ii* +^**^-^;i .i^n *arirainirnnn ntarr nrront riaon r7^flft *o*o-lrri.nn -rrn1-irrLLI l.i)\.,Lli , Lr-r FJr-rr\-rr \ialr L\-f rJ\-aaAG-r16, aLa-L{ yLrrfa-L Llr-og" Ja-rl6 rrrL,rrrur rLr^all v?aALu

tempuh -\iang relatif larna untuk mencapa-inya;
Peningkatan peiayanan pos khususnya, pada kawasar: perhlatasan dengan
Sarawak yaitu Kecamatan Sekayam tian Entikong, rian wiiayah dengan
**'3--* ^: ^- '--!^-* <iaya'aram yarlg tinggi yai..u Kecamaiai: Tayarr Hilii, i*eiiau}JULE1lDl $LlrrlLrEt

d-a:r Keca-matan T*ba; dan
-Iaringa-n nirkabel yang dipancarkan menara B?S dari dan ke
perangkatseluler, dan/atau sistem la:nnya yans merupakan teknotogr banl
S: ^-L: ^,^---:1:,,-1- 1 -,--^^ -r- --i--ii lslU LiaLJW[a V.lli ltrt -Eilia I aii-
-- ---_*r

Paragraf 4
Qisfem Tnrjnoan Eracarona Dpnopiniaon T inoizrrnaonuluLurrr uurar64r r rqu(IiULa i LjIEiLIUIAAii L'iiiE;i\Uiif;(iii

Fasal 18

Rencana penger&flarrgan si*tern jaringan prasarana pengrloiaan iingi<ungan
1 7 1 r n. - i I { , f r *^1.'*,.i !,S,tDaBiilIfr'Alla ilii[i'd-1('sti(l Li'd-l'dJ.l! rab'ai t+ ftUrUr Ct meiiptili.

A Sistem iertnsan draineqe:
b. Sistem jar-ingan prasarana persampatlan;
c. Sistem jaringan air minum;
A Crj^+^* !^1^^- ^:.. 1-'-1^^1*. )^^ii. r5i;r.trlll Frtrr IBUiAii:iiL 'ilii i itt,liati; tiLiIi
e. Perrtbangunan stasiulr klimatolcgi
Pengembangan sistem ja.ringan drainase sebaga-imana dimaksud pada ayat
iii huruf a diarahkan paia ka.sasar per;kciaan khususnj,.a l<ora Sanggau,
dan ibukota kecamatau iainn]r2l untuk mengantisipasi dan menanga:ri
rnasalahr banjir.

Pengembangafl sistem ja-ringarr prasarala persarflpahan sebagaimana
dimaksud pada ayat i1i huruf Lr mencakup:
a. Pembangunan Tempat Pengeioiael Akhir (TPA) ii i5 Kecamatan dengan

si slqm so.rt-ita ry I a n-rl.fi.li

b. Pembangunan ?empat Pengelclaan Sementara {TPS} di 15 lieczunatan;
dan

^ n^--^r^1^ ^L^- *^1^1_--. ^^-_.^^1^ ^^^^^1-^:_^^^1(-. i-trrlBcrtJriaidll lii:r'i'anirpilir'd-Il tliclAiLil lieIiBUl"dltBar.i Sil$ilp'a.{} Sell.lAj.;Sili'r:lj
mu ngkin da ri su mbernSr a meia 1ui program .3 R. peningka ta-n perLrl serta
masrvarakat dan dunia usaha/swasia dalam penyelenggaraa-Il
pengembangan sistem pengeiciaan persampahat, penguatafl
'!.olar*1-^*^^a Ann ^^--i*,-l-a4,1p 1-cnc+itcc 1:^-; ^^^n^+ nanrol^!^i\Elclllud.Bciciji Liiili ljuiiiiiHii.aalH r i ii.aiiaisiLasi uaEi aijiii'al liciigiliuia
persampahan dal peningkatan cakupa-i: pelayalan dan kualitas sistem
pelayanan sei'ta pengembangan alternative pembiayaan.

{4} Sistem jarirrgan air minuni sebagaitrlfrfia dimaksud pada ayat {1} huruf c
meiiputi;
a. Sistern Per.i.'ediaan Air lvlinum (SPAl"'1i ierdiri dari SPAM Perpipaan dail

SPAM Non Ferpipaan terlindungi;
b. SPAM perpipaan terdiri atas, jaringan pipa transmisi air baku, dan

instaiasi pengoiahan air minum yang terdapat di Ibukota Kabupaten
Sanggau dan seluruh kecarnatan; dan

c. SPAM non perpipaan terdiri atas sumur dangkal, sumur pCImpa tangan,
bak penarnpungan air huja:r, terminal air, m*bii tangki air, instalasi air
keiaasan:, ata.i ba:rgunar' periincluagan mata air yarig t*rdapat. di
Ibu- kata Ka-bu-paten Sa:rgge-u da:r selu_ n_:-h kecamatan 

=

i5) trenanganan sistem pengelolaan air limbah sebaga:,mana dimal.-sud pada
ayat il) huruf d dilaksanakan secai'a seternpat {on sitei dan terpusat iof
sitei *ax terCiri atas:

d.

I Ii

{2i
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f 1l

l4a

a. Pengelolaan air limbah domestik; dan
t). Pengeioiaan air iimbah non domestik yang mencakup iimbah berupa

hahan kirnia r:ian hahan herbah.aya dan beracun {83j.
(5i Ketenti;an ii-ieftgcrrai irenangfi-iian piti-igrk:laan air liraha-h sei;again-iana

CimaksuC pada aliat i1) dan rencafiE_ pembaneunan intalasi pengolahan air
limbah {IPAL} diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah tersendiri.

{71 Pembangunan stasiun klimatologi sebagaima"r-:a dimaksud pada ayai {1)
huruf e riiiai<sanakan di Kecamatan Kapuas, Eaiikong da-n Tayan.

tsAB iV
RENCANA POLA RIJANG WILAYAH KABI_TPATEN

E^^;^h Tlaan+rrLrd<rdl iIL.Sd L U

Umum

Fasal 19

Rencana Pola Ruang Wilayah kabupaten rneliputi:
a Fam,>r"tinnnn lratrrocor iinr{rrnc. .i^-a. I urrlul LqHU r t\Ayy aJdl att i U U rlf), Li.lii
h Pensernhar'olr:. lrauzeqan hrrr!irlqrrq

Pemantapacl ka=.vasan lindung sebage:.#-ai\a dime-i<s*d pada e3,at (1] huruf
adi'taktskan dengan mengacu pada kawasa:: lindung yarrgtrlah ditetapkal
secara" nasional dan n:emperhatikan kawasan lindungyarlg ditetapkal oleh
prc.rinsi dan kabupaten denga:r muatan icearifan lckai.
Peneiap'an kawas'an bi"tciidaya sebagairrzarta airnaksud pa<ia ayet tli hur uf
b dilakukan dengar: merrgacu pada ka.+.,asa:1 i;udida,'ra yang *remiiiki nilai
strategis nasional, serta memperhatikan kawasan budidaya previnsi dan
kabupaten.

Rencana pola ruang v;ilayah digarnbarkan daiarn peta iiengan tingkat
keteiitiarr 1;5*.SSS sebagar::rana rercanrum rtalam Larrpiram fi yafig
mer*pakan bagie-n tidak terpisahken dari Pe::atural Daereh ini.

Bagian KeCua
I(anr,'asan Lindung

Fasal 20

Kawasan lindung selragaimana daiam Pasal i9 ayat {ii huruf a meiiputi :

a. Ka:reasari hrutan ii::durrg;
t]" Ka.+rasan yang mei::berikan perlindungan terhaCap kawasan bawahacr:ya;
c. Kawasan periindungan seternpat;
d. Kawasa:r suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; dan
e. Ka.w-asa:: ra\Erar benca:ra alzuri"

Faragraf 1

Ka'wasan Hutan Linriung

Pasal2l
F'av,,asan hutan linriung sebagaimala dimaksuei riaiam Pasai 2S hurui a tersebar
tii Kecanaatan Jairgkang, Ei:'iik*ng, Sekayanrr, *i*yaa, Eonti, Kembayaa, Tayan
Hnlu, Ta3raa Hilir, Meliau, Toba, Bed.ua:, dan Bela-r.

{r,

{+i
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Paragraf 2
Kawasan yang Memberikan Periindungan

terhadap Xawasal di bawahnya

Pasai 22

t1) Kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2O huruf b meliputi kawasan resapan
air.

t1t Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat {1} terletak di
kawasan hutan lindung darr daerah irnbuhan air tanah terdapat di
Kecamatan Tayan Hilir, Toba.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan SetemPat

Pasai 23

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagarrrrafir. dimaksud dalam Pasal 2O

huruf c terdiri atas:
a. kawasan sempadan sunga!
b. kanryasan sekitar danau;
c. kawasan sekitar maia air; dan
d. ruang terbuka hijau kota.

t1l Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a
terdapat di sepanjang Sungai Kapuas, Sungai Tayan, Sungai Sekayam,
Sungai Mengkiang, Sungai Beduai, Sungai Buayan, Sungai Embuan dan
Sungai Cempede.

(31 Kawasan sekitar danau sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b
terdapat di Kecamatan Tayan Hilirdan Sekayam.

t4) Kawasan sekitar maia air sebagairnaaa dimaksud pad.a ayat (1| huruf c
terdapat di seluruh wilayah kabupaten.

{5} Ruang terbuka hijau akan dikembangkan Ci karr,'asan perkotaan dengan
luas paling sedikit 3}o/o dari luas kawasan perkotaan-

Paragraf 4
Kawasan Suaka Aletrr, Pelestarian Alarn

dan Cagar Budaya

Pasal 24

(U Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2O huruf d, terdiri atas:
a. Karrasan cagar alam;
b. Kawasan taman wisata; dan
c. Kawasan cagar budaya dan ilrnu pengetahuan.

{21 Kawasan cagaf alam sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf a
mencakup kawasan Cagar Aiam Niyut Penrissen yarlg terletak di
Kecamatan Sekayam dan Entikong.

{3} I{awasaa tBsnan urisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b
berupa Kebun Raya Danau Laitdan Danau Bekat di Kecamatan Tayan Hilir

(4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. Kawasan Keraton Sanggau di Kota Sanggau;
b. Kawasan Keraton Mengkiang di Kecamatan Kapuas;
c. Kawasan Keraton Tayan di Kota Tayan;

18



A Ilqrxracan Firr-v'rqh Refano rli r)ecq I{nrrar I.1crornqtr^n Pqrirrr{rr'r I r.Iurvg,

^ 
11 Urrffi^h Ha+^n^ U^h^^ d1 V^^^n^f^h L'alz

t-. Ild-WA\)ilr r\llallArI U\-LArr6 I <f,.IILA \tI A\L\-OJIIo.L4.1I r.jLA(1-yd-Itf,

f. Ka-wasa:r Rr-rmsh Betaag eli Desa Nek Bindang Keca:na-ten Tcba;
g. Kawasal Maka;n Pang Dandan, Kecamatal Meliau;
h. Kawasan Keramat Munggu Laxcak, Desa Cempedak;
i. i{awara;-, Riii*'aii Adat Srngkr:ng, T*bri;
j. (2ui21-*s1i11 Pedagi Babah Bongor {Ta-r:a:rg Benua};
k. Kawasan Penulak dal Nulik, Yongkok Desa Sejontang;
t. Kawasan Keramat marluk, Dusun Empirang U;-ung;
m. Ka=w:asan Baiu Keia:itat, Per'i:,atasan }vfeliau iuiyan;
n. Kasgasan F,{akam Pangeumr-Kt'cafilaLtan Meliau; dar,
o. Kaurasan lilakam Gusti Lekar Kecamatan Meiiau.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Aiam

Pasal 25

{1} Kawasan ra\san bencana ala-r'n sebagaimfixa dimaksud dalarn Fasal 20
huruf e adaiah ka.wasan ralvan baljir cian ra.wan iongsor.

tZi Kawasa:r rawa:r bencala banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (tj adalatr
setranjang ka-nvasae daerah aliran sungai {DAS} Kapuas dan Sub daerah
aliran sungai {DAS} Sekayam.

{3} Ka1r,'asan rawan longsor dengan tingkat kerentaran rendah, rnenengah, dan
tinggisebagaimana J*ang dimai<sud pada ai,'at {ti terdapat di Kecamatan
i\ileiiar-r, Ta;.an !{iiir,Kapuas, },4u.kck, To"na, Entikong, Sekayam, Eonti,
Kembayan, Noyal:, dan Jangkang.

ts'agiari iieiiga
Kawa-san Bt-rrj-i Darra

Pasal 26
Pengerii:axgali ka''a=asan br-rdidaya sebagaiinana diniaksud d,ala:n Pasa-l 19 a3rai
{1} huruf, b terdiri atas:
a. Kanvasan peruntukan hutan produksi;
i-. -k"arrrac.:n nerrrnirrlzon hrrf a n rolntoi.v. I\uvvuuul PUj UaiLqAAai tlu LAi iA-rjAL,

c. Kavrasan neruntuka:t nertalial:
d. Kawasa:l peruntukan perikar:an;
e. Kawasa:r peruntukan pertamirangan;
f T? ^---^ _1 _ __ :_- -!_-r. r\a'\Vasalt peiulrtUKalr iilrius-Lii;
S. Kawasan perr-intr-lkan permr-lkiman;
h. Kawasarr peruntukar: pariwisata; dan
i. Kawasan perunrukan pertahalan"

Paragrai i
Kawasan Peruntukan Hstan Pr*duksi

Pasal 27

iti Ka:sasa-tr pei-uniukar huiaii nrnriiiksi seheSaimar-ra rjimak*sud dalar:: trasai
26 liuruf a meliputi:
a, kanvasa:t hutan prcduksi terbatas {HPT};
b. ka'*asan huta-n pr*duksi reiap {HP;; can
c. kanr"iasan hutan produksi ya:r,g dapat dikon'rersi {HFK).

{2} Ke'-;-;asai} irute-n prcd"*ksi terbatas {HPT'i sebag*imala disnal<sud pad.a a;,.at
{li huruf atersebar diKecarrtatasKapuas, trntikong, Sekayam, dan, Meliau.
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(3) Kawasan hutan produksi tetap {HP} sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
huruf b tersebar di Kecamatan Kapuas, Mukok, jangkang, Entikong,
Sekal.slx, Noyan, Kembayan, Bonti, Beduai, Balai, Tayan Hu1u, Tayan Hilir,
dan Toba.

{4\ Di dalam Kawasan Hutan Produksi terdapat hutan kemasyarakatan
meliputi Kecamatan Kembayan, Bonti, dan Noyan.

{5) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi {HPK} sebagaimana
dimaksud padaayat {l} huruf c terdapat di Kecamafan Meliau.

Paragral 2
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 28

{U Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatarr budidaya hutan yang
dilaksanakan oleh masyarakat seternpat. Ikiteria penetapan kawasan
hutan rakyat ad'aiah hutan yang dikelola oleh masyarakat di luar suaka
alam, hutan lindung, hutan wisata, hutan produksi tetap. hutan produksi
terbatas, dan hutan konversi.

t2l Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal
26 huruf b meliputi:
a. Hutan Milik, 3,akni hutan rakyat yang ditrangun di atas tanah-tanah

milik;
b. Hutan adat atau daiam bentuk iain: hutan desa, adaiah hutan-hutan

ralryat yafig dibangun di afas tarah komunal; juga dikelola untuk
tujuan-tujuan bersarrra atau untuk kepentingan komuniias setempat.
Karvasan peruntukan hutan adat tersebar diseluruh pedesaan dengal
luas minimal 5 hektar di setiap dusun;

Paragraf3
Kawasari Peruntukan Pertanian

Pasal 29

(U Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf c meliputi:
a. Kawasan budidaya tanaman paxgan;
b. Kawasal budidaya hortikultura;
c. Kawasan trudidaya perkebunan;
d. Kawasan budiCaya peternakani dan

12) Kawasan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
huruf a meliputi kawasan lahan basah dan kawasan lahan kering.

{3} Kawasan lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat {21 terdapat di
seluruh kecamatan terutama di Kecamatan Sekayam, Bntikong, Jangkang,
Kembayan, Balai, Toba, dan Mukok.

{4t Kawasan lahan kerrng sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diarahkan
sesuai dengan pengembarlgan komoditas:
a. Jagung tersebar di seluruh kecamatan terutama di Kecamatan Parindu,

Kembayan, Kapuas, Tayan Hulu, Beduwai dan Sekayam;
b. Ubi kayu tersebar di seluruh kecamatan terutama di Kecamatan

Kapuas, Kemba3'€ul, B,alai, Sekayam dan Mukok;
c. Ubi jalar tersebar di diseluruh kecamatan terutama di Kecamatan

Kapuas, Kembayan, Flaiai, Sekayam dan Mukok;



d. Ka.ca-ng ta:rah tersebar di diseluruh kecamatan te::utama di Kecamatan
I'iapuas, I'iembaSran, Baiai, Sekayam <ian Mukok;

F Kecrznrs Kedela-i terseLrag di diseiuruh Kecamatan teruta*ra di
Kecamatan Kapuas, Kembayan, Balai, Sekayam dan Mukak; dan

f. Kacar:g Hrjau tersebar di diseiuruh kecamatar terutama tii Kecamatar.
Kapuas, Kern"bayan, tsaiai, Sekaya:n <ian foIuktk;

{5i Ka:sasan budid.a'r.a hcrtikuitura sebagair*anariimat<sud pada ayat iii hurui
b dia-rahk-an sesuai dengan pengembaxga$ kamoditas:
a" Sayur-sayurandi semua kecamatan; dar
b. Buair-buahan txrutasya tiurian i/.:ecamatan Balai dan Sekayam, Pisang

ui Keuarnalani Sekay'am, Ecduai ri'a-n En'tikong.

i5) Kanvasan i;uriida;ra perkebunan sebagairnala dimaksud daiam ayat iii
huruf c diarahkan sesuai dengan pengemballgan ksmoditas:
a. Kelapa Sawit di Keczu:ratarr Parindu, Kapuas, IVIukok, Tayan Hulu,

Meiiau, Kembaya* , B*nti, Toba, Pra-:laJ, Hcyan, Se kayam , Tayan hilir dan
,rie c'arnataii i'ai n ny a;

b. Karet ter-sebar pa-da -semua kecamata-n;
c. Kakao di Kecarnatarr Sekayam, Beduai, Ker:rbayarr, Entikong, Noyar:

dan Kapuas;
d. Kopi di l{ecamatant Meliau, Fraia:, }'Ioyan, Kemba;ran, },'1ukok, Sekayam

dan Eeduai;rian
e . Lad.a Ci Kecamatan Sekayam, Entikong, Tayan Hilir dan Beduai.

{7} Kap-asan budidaya peternakan sebagaii:-rana dimaksud dalam ayat {1)
huruf ri diarahkan di seluruh kecamatan dengan pnoritas pengembangall
pada kecamatan Jang memiiiki pctcnsi padang rumput yar,* relatif ].uas.

t8) K-a',vasaJe biididaya ta-naman parigaii *ebagaima:i.a CimaksiiC pada ayat i2i
ditetapkan sebagai kawasal pertanian pangan berkelanjutan.

Paragra{ 4
Kanvasa-n Perunt';kal Perikanan

Fasai 3O

(1i Fia'wasan peruniukan perikanan sebagairnana dirnaksuo ciaiarn Pasai 26
hur uf, d rneliputi:
a. Kaw-asan peruntukan perikalan budirlaya air ia-wa:'; dan
b. Kawasa-n peruntukan perikanan tangkap.

12| Kawasan peruntukal budidaya perikanan ajr tawar sebagaimana
dimaksud pacia ayai iii huruf a tersebar rii seiuruh kecamata-I1

iSi Kawasarr peruntukan perikanan taragirrap sei:aga-rmana eiirnaksuri dalam
ayat L hurui b diarahkan di Kecarnatxt Tayan Hiiir iKawasan Danaui,
Sepanjar-rg Sungai Kapuas danSungai Sekayain

Paragraf 5
Kawasan Feruntukar= Fertambangan

Pasal 31

i1) Kaw-asan Peruniuka:r Periainbangan sebagaimana din:aksu-d daiaiti Pasai
26 huruf e melipuii ka-,vasan pe: tan:bar:ga:r mi::era}, batubara da:z min3,-ak
bumi"

{2} Kawasar peruntukan pertambangaa mineral tersebar di seluruh
kecamatan.

{3) Kawasan peruntukan pertambangan batubara di Kecamatan Ja-rrgkang,
Itloya-n eian Bonti.

aa



{4}

{5j

Kawasan peruntukan pertambangan minyak bumi berada di Kecarnatan
tr/lrr l7^t/IYI UAUA.

Wiiayah Pertamtrangan Rakyat {I{/PRJ Lreracia Kecamatan Kapuas, Mukok,
''f'arrcn Eliiir Qa't o.ram hdpliorr 'T'arzan fJrrirr Flnnti rjian L-ntii,,-nnr q-Y4r rrrilr ! uLr\qqY(ura! rYrurrqut r q-Y#r irqru, uvlrLLt u6r llrLrr\vrrJa.

Paragraf 5
-1-artracna Dorrrnirr irna InXrr ciriI\d.WAi>CLI.I T \-I LTIILLII\ClIl ITILI.LISLi i

Fasal 32

Ka"';casan peruntukan industri setragaimxru dirnaksud daiam Pasal 26
irurui i ierdiri atas:
a. k-a'-.vasan peruntltkan industri menengakr dan tresa-r; dan
b. Kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga.

Kawasan peruntukail industri menengah dan besar sebagaimana dimaksud
pacia ayat ili huruia terd,apat di Kecamatan Kapuas, Tayan Hiiir, Enti.k**g,
Tevan L{ttitt Tnha hlrrirnk Parinrltt 'rir.rnharzan (el-errarn Nnrran r^lan

Meiiau.

Kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf b tersebar di seluruh kecamatan.

?aragr*! 7
Kawasan treruntukal Permukiman

Pasal 33

Kawasan peruntukan permukirnan sebagaimana dirnaksud dalarn pasai 25
'krrrnrf c tarrl iri ol-ao.rrur ur 6 LU1 urrr GLao.
,A l{aurocon trefg11t1kgfl OefmgkimAn nefk+taAfl: dan
b. Kawasan peruntukan permukimal perdesaaft.

Kawasan permukiman perkotaal sebagaimana dimaksud pada ayat {1i
huruf a dia-rahkan:
a. Dipicriraskafi paia pengembangan kann asam permukimaa di Kata

Sanggau, Kata Entikong" Kata Tryalrl dan seir:r:uh ibukota kecamatan di
Kabupaten Sanggau;

b. Pada kawasal riengan jumiah penduduk 10O.0OO.ji-"x;a serta dominasi
kegiai*;-; pe::duduk da:z pe::-ra:::'aatanialzs-;zzrya di sektoi';rorr perta:;ia;r;
dan

c. Perluasan kawasarr permukiman dapat dilakukan dengan
mengkonversi iahan peruntukan kegiatan pertallian lahan kering {PLK)
dan menghinda-ri mengkonvei'si lahan pei'untukkan kegiataii pertanian
lahan basah {PLB}, serta tidak mengubah fungsi kawasan lindung dan
pertanian lahan basah beririgasi teknis.

Kawasan permukirzran pedesaan setragaimana dimaksud pada ayat {1}
hur"ui b beraoa di iuar kawasan perkotaan yang diarahkan:
a. Ka.-wasan permukiman jrang berada dalam ka.wasan hutan produksi

disediakan areal budidaya {pertania:r, perkebu fian, r,etern*an} seluas
2-5 h.a,r KK dikali jumlah KK pada kawasan permukiman tersebut;

b. Kawasan permui<iman yang berad.a dalarn ka'.arasan Linriung, akan
diiakukan pern bi na ari pad a_ ka..vasa n per"r:: r r kjma:: te rse hu t.

c. Pengembangan kawasan perraukirnan iransmigrasi, baik HTI maupun
Ix.on HTI, arahan penempatannya diprioritaskan di Kecamatan
Sekay-am, Ke'c a-rr'atatt D;r'tik*ng, Kecam atax ii'f e?iau, K.-^eamatan ivi u kok,
dan Kecamatan Novan.

ili

t)\

l?l

f 1)

i')i

{-}i
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Paragraf I
I/*orrrncan iiarr r nirr i-nn Dn-.i.rr.icntnr\aw a.tr(arr a Ll Ltrr LL{-t\ci-t-t i- cl-t ivvt[,aalaa

Pasal 34

i1i Kawasa;r prruntukafi parri..xisata sebagaimarfi- *rr{Laksud perde_ Fasai 26
1 ? 1 , 1. . 

' 
.

lltii 'Lii li LCI -Llii i Lid-t i.

A }{*aurenqn nprrrntrrlrert rl'eriv,riqeta aiqrn'
b. Kawasarr peruntukari par:iwisata budaya; dan
c. Kawasan peruntukan pari\ risata minat khusus.

{21 Kawasan peruatuka;l'pariwisata aiam sebagainranadir*aksuri patia ayat {ii
1-,,, -,- F ,-, ,4:1,,-.* t ^.^^1.^* -r;.lltl.l tLl A \11.r*.l11tj<a-rrtiL!6-rl \j.1"

a-. Kawasan Pancur A;i Kompleks;
b. Kawasan air terjun Ropoi Rimba Sayu fLapel, Alkodo, Riam Keniau,

Riam Ku,yuk, Kunyc, Tibuir, Flansa, Rengas, Ceriak cial Selanjing,
Tekcsiit, Giii'ong l\ialiih, Bvfujung, Riam Ri3ring iDesa Hihirni, i{ek Sawa,
Tapa*g Munti, Riam Benyawai.Ptia;;n E{ahas, Sungai F;xeh, Rda Lipan,
Ponti Tapau, I\{obui, Riam Asarn, Riam Jito, Nopan, Air Ter.jun Putih,
Riam N{acan, Riam Sengayak, Riam Batu Berapii, Riam Poiai, Riam
Rornck, PJarn N.{erau, Riam trngk-arok, Fjann Randu, PJam 1ua,6ra-', Rjarn
Eatu ikan, dan Riam Lancak;

c. Ka.wasan Batu Posok di Desa Penyeladi Hulu;
fr. Kaw-asan Sipatn Loi.up iAir Fa::as) Kecan-naian jalgka-r-ig;
e Knrxreqen Tinrrqn I{ortnlplrc'i ruiii ijiviau,

f. Kawasan Batu Bergantung, di Kecarnatan Bonti;
g. Kawasan Wisata waduk Merowi;
ir. Ka.,vasae lciisaia Gua ?i:a-ng Raya iBeduaii;
i" Ka-wa-sa:r Wisata Br:rkit Penrissen;
j. Kann'asan Wisata Bukit Belungai;
k. I(awasan Agrowisat& I'rslTrpung Bai'u (l{uaia Buayan}.
I r-rlrrreqen *rtrIiqafc IJcnqt-r Rqftr /I)eea Roiai Tinooil.rta syi;rG.G !-rid.. uct_t- r_r [r-uJa u&ia !taliil,;rl ,

m. Karnrasan Wisata Danau Bekat;
n. Karvasa-n Wisata Agropolitan Tanjung {Kecamatan Tayarl Hulu};
o. Kasra*a;:.lVisata Cunung Semaung - Srpapan;
U. Ke.;7a_ean \tr/iSata GUnUns Semernns:t-.
q. Kawasan Wisata Gunung Tiong Kanriang;
r. Kawasan Wisata Kebun Raya Dalau Lait Kompleks;
s. Kawaszu: Wisata Fadong Fa-nger arr, tsaiai Kiir-ai:gzui;
t" Kawasan Wisata Harnparal Pasir Pulau T*yan, tulran Hilir;
u" Kawasan Wisata Gunung Boweng;
v. Kar,vasan Wisata Gunung Bengkaw,an;
Iff. Ka..vasan $.risata Gaa Tedung Ilesa Engkode;
x. Kaw-asan Wisata Batu Laut Desa Kuala Rosan Kecamatan Meli.au;
y. Ka+rasan -iFisaia Pasir Putih Desa Kuaia Rosan I{e*atnaiaa Meiiau;
z. Ka=wasa:-r Wisai.a Batu Lei:ur Desa Ealai Ti::ggi Kecamaia:r Meiia.u;
aa. Kawasan rsisa_ta Huts: Kota Semboja; dan
bb. Kawasan wisata Ariroreturn di Sembcja.

{31 Kawasal peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaJ<sud pada ayat
iii i:uruf b dikembangkac di:
a. Karvas*n Keraton Su4ra Negara, Sanggau;
b. Kawasan Keraton &{engkiang;
c. Kanvasan Wisata Kota Sanggau;
.i. Kawasaa Wisai-a Rurnait tsetang Dorik E*ipuiui^;
e. Kawasan Wisata R-rimah Melayu di Bunr:t;
f. Kawasan ll/isata budaya Rumah Betang Panca, Sekayam;
g. Kawasan Wisata Rohani Riam lMacan;
t^ /Tr^^ ^1-^* ^ cI^ - **^ - - .tl, r rIrfiltt-ril$ L-)cr i i&qi-j U_,
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i. Tepekong Meliau;
j. Fiawasan Wisata rumah betang Desa Nebin<iang Kecamatan Toba;
k. Ke_rrrasan Wisata rnakam Pangsuma Kecamatan Ivieliau;
1. Kawasan Wisata Gusti Lekar Kecamatan Meiiau; dan
m. Kanxrasan Keratan Tayan..
n. Kawasan Kampu::rg B.lisata Tanjung Sekayam.

t4) Ka'wasan peruntukan pariv,iisata rninar khusus sebagairnana dirnaksud
pada a;rat i1) huruf c dikembangkan di:
a" Wisata a-rung jeram Ci Sungai Pela-nduk dan Sunga: Sekajang, Desa

Suruh Tembawang dan
h,. Wisai.a ek+ {eccttr*.rrisra} di Cag.ar Alarrr i{ivut Fenr'i.*se::.

Paragraf 9
Karr:asan Peruntukan Pertahanan

trasa] 35

Rencana pengembangan kawasan peruntuka:: pertahalan sebagaimana
riimaksuci daiam Pasai 26 huruf i terdiri atas:
a. Markas Eodirn 12*a i Sanggau te-rletak di K*cainatan Kapuas;
b. Koramii yang terciapat di kecamatal-kecamatan di wiiayah Kabupaten

Salggau; dan
c. Korrrpi B Yonii 642 terieiak di Kecarnatan Kapuas.

BAB V
PEN ETAP&I.{ I^:AITASAi{ STR&T F. GiS

Bagian Kesatu
T imrrmV ITI UIIA

Pasal 35

Kawasan str'ategis yarlg terriapat di Kabupaien Sangg&u, ter-diri aias:
a:. Ka-riEa-san Strategis Na_sional;
b. Kawasan Strategis Prcvinsi; dal
e" Kawasan Strategis Kabupaten,

Kawasan Strategfs Nasional se baga:mana climaksud pada ayat il j huruf a
diieiapkan daiarn Rencar-ra ?aia Ruang Wiiayair Nasir:rral dzur rrrerupakan
wilayah yafig penaiaan ruarlgnsra diprioritaskan ka e*a mempunyai
pengaruh sa:rgat penting secara nasional terhadap kedaulatart negara,
pertahanan <ian kearnanan negai'a, ekonomi, sosiai,i:udaya, dan/atau
lingkungan, termasuk '.vilalrah yexg tele-h ditetapkan sebage-t warisa3
dunia.

Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat {L} huruf b
ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wila;rah Provinsi Kalimantan Barat
<ian merupai<an '"'u'iiayah yang penataan ruaflgnj/a dipricritaskan karena
mrmpunJ/at pe*garuh sangat penting dalam lingkup prorrinsi terhadap
ekonomi, sosia,l, budaya, dali atau lingkungan.
Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat {1} hurul
c ditetapkan cieh Pemerintah Daera-h dan merupaka-n wilayah yarrg
penaiaan ruangnya diprioriiaskan karena mempunyai pengaruh sangat
penting da-iar:r lingkup kal-rupaten terhadap ekonorni-. sosial, buda-va,
dan/atau lingkungal"
Rencana kawasan strategis digambarkan dalarn peta sebagaimana
tercantum da,lam Lampiran iII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraiuran Daerah ini.

/il

t tt

t2t

t3]
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F,agian Kedua
Fia'wasan Strategis Nasionai

Pasal 37

Karnrasal Strategis Nasional yang terriapat rii kabupaten sebagairnana
dimak=rid daiam Pasai 36 ayai {2i terdiri atas:
a" Kawase:r strategis Nasionel dari sudu-t kepentingae ekonami; dan
b. Kasrasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan periahanan dan

keamanan.

Kavrasan Strategi.s Nasionai Cari suriut kepentingan ekanomi sebagaimana
dim'aksud pada ayat iii hurui a adaiali Ka-,niasaii F*rrgertrballgail Ekonemi
Te rp a<h-:- Kh a-t u ii *s tiw-a.

Kar.vasao Strategis Nasional dari surlut kepentingan pertahanan dan
keamanan sebagaimarra dima,trrsud pada ayat i1) hurui b adalah kaw"asan
perbatasan darat Republik indonesia dengarl Ma1aysia.

Bagia:r Ketiga
I{aw'asan Straiegis Frovinsi

Fasa-i 38

Kawasan Sirategis trr*vinsi yang terdapat di katrupaten setragaimana
d.iiiis-1.,siid daiaitr Paeal 36 a3.ai i3! ter,Ciri ai.as:
a. Kawasa:r strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi; dan
b. Kawasar: strategis Provinsi dari sudut kepentingan d.aya dukung

iingkungan.

Kawasan Sirategis Prcvinsi rlari sudu-t keperriiagafi ekcnr:ini sebagain:ata
d.imak-sud pada ayat {1-l tiuruf a ierdiri daii:
a" Kawasan Industri Ta-val dengan sektor unggulan pertamLrangarl.

perkebunan dan industri; dan
b" iiawasan pertamba-ngan bauksir.
Kaw-asa:r si:.aiegis Provinsi dari sudui kepentingan daya d,ukung
fiagkuagan terd.iri d"ari ka'*vasan ek+sistem Guau*g Ni3-3q pearisseri-

Ba_gian Keempat
Kawasal Strategis Kabupaten

Pasai 39
Kawasan Strategis Katrupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ar.at
(4i terdiri atas:
e-. Kar,vasan yeng rnerniliki niiaj strategis dari sr:dut kepeetingan ekonomi;
b. Kawasan yang memiliki nilai sirategis dari sudut kepentingan sosiai

buriaya; dan
c. Kawa*an yang memiiiki niiai strai.egis <iari i;udut kepcntingan iungsi

dan daya dukr-rng lingkung=:r.

Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonosri
sebagaimana <iimaksud pada ayat {1} hurul a ditetapkan dengan kriteria:
a. memilii<i poiensi eko*omi cepar tumbuh;
b. memiliki stkt*r rr*gguia;'. yixlg <iapat irienggerakka:i peri.umbuham

ekonnmi:- -_- --. --__,
memiliki potensi ekspor;
d iriu ku ng jaringan prasaran a dal fasilitas penu njan g kegiatan ekono mi ;
memiliki kegiaian ekonomi y-aj"ig meina-r-ifaatka:i teknolagi iinggi;

C.

d.
C=
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f. Lrerfungsi untuk mempertahankan tingkat pr*duksi pangan dalam
ronryi.o rm4rrrlrirrrll.^n izaia'krnnah h^hft^h -^-;^*^i.r o.lrbAa rrrL vv L{., LtLi j\ctir i\L Lcf.tidriirtii jJaaiiBielr tiii"siuiiiai,

g. berfungsi untrtk mempertahankan tingkat produksi sumher energi
daiam rangka mfyruju{ikan ketahanan energi nasional; dan/atau

h. ditetapkan untLik mernpercepat pefiurr:buhan kawasan tertinggal.

{3} Karx,asan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosia-i budaya
op'f-raooimona riimoi.crrri noria orroi f i i ?rrrrrri ?r rlitpta^l.on rlpncan l.riiario.ouuq6@rrr@r@ urrrr@ouu lrquq qJqL trJ raqr ur u urLULa}lr\@a uurrSurr lrrrLUrrq.

a. tempat pelestarian dan pengemtlangan adat istiadat atau iruda;,.a
daerah;

b. i*mpat periinriungarL pfflirLgg:dan budaya; dan/atau
c. frierupaka:1 asei builaya ya11g ir'arus tiiiir:<iuagi da:l diiesiar=ik'air.

i4i Fia.*ras*n strategis kabupaten sari sudui kepentingan fungsi aan <iaya
dukung lingkungan sebagaimana dimaksud 'ga-da ayat {1) huruf c
ditetapkan dengan kriteria:
a" merupakan tempat periindungan kra-rrrkaragarnan hayati;
b. inerupakan aset ku'ra i:er-trpa kani"'aszui lini,.irig yailg di'reiapkan bagi

periinrlr-rnga:r ekosistem cl-a:t flora- serta hr:tan kota;
c. memberikan perlindungan keseimbarrgan taia guna air;
d,. memberikan perlindungan terhadap keseimbalgal iktim makro;
e . nienuniut prioritas tinggi peaingkatan kua,liias lingkungan hidup;
f. rawar bxncana; danlatau
g. saxgat menentukan datram perutlahan rona alam dan mempun3,'ai

i^*'^^i. i"^^ +^-1-'^,{^^ i-^i^-^^" i-^L;-i.,*^*
L-r.:Lr rip.jl.r\ r tlaD LU r r r d-Lrd-y r\E rd-I 15D L{ r r5a1 i I\ u r. r r Lr Lr _lJi1,l 1.

Pasa-l 40

i1) Penetapan Kawasan Strategis Kabupate n dxi sudut kepentingan ekonomi
sebagaimala oimaksuo paoa Pasal 39 ayat {1) hurui a rerdiri atas:
^ E)** 

^ 
+f Er-4+;1,^- - T^.,^ ,{ i L--+i l-^- -"<:1. .l-rcl-tlttcfl rJI r LII\UIiE U ar y d Ll.I L/rI Lrl\t IIE,

b. Kawasan perkotaan Szurggau;
c. Kanvasan perkotaan Belai Karangan; dan
'i TZ^..,^ ^^ * I* -l, , ^+-: 'r\^-,^ -tl, r\arwaDatt rr1Litlt5Llr. 1 d--vd-rt,

121 Penetapan Kawasan Straiegis Kabupaien dari sudut kepentingan sosiai
buda3,'a sftiagalrnana dimaksu*. pada Pasal 39 ayai {i} huruf b ierdiri atas
Kawasan Keraton Surya Negara di Kota Sanggau.

i3) Penetapan Kantasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi
rian cia3,a d.ukung iingkungan sebagaimana dimaksu<i paia Pasai 39 ayat
(1) hitn-tf c terdiri atas i*-ar,vasan l-lebun Ra-,va Danau L.ejt di F-ecama-t.m
Tayan Hilir.

BAB 1/I
AP.AHAN PEMANF'AATAFi RUANG WILAYAH

Pasal 41

(1i Feirra:rfaatan ruang wiia3rah kai:upaten l-rerpecloman pa_da rencana_ struktu_r
iua-rig, r?fi,cafia pala ruang, serta penefapan ka,wasa;i straicgis kabupaien.

tZi Femanfaa'r-ar-i ruang wiiayaia kai-:upaten rliiaksare*an rneiaiui peiryusunar-r
dan pelaksanaarl prograrn pemanfa- alarr ruang.

t3] Arahan pemanfaatari ruang rvilayah kabupaten merupakan perwujudan
rencana tata ruang ]'ang dijabarkan ke daiam incikasi pl"ografir utama
pengembangan ."*.'iJ"aya]: daiarn jangka '.*:aktu perencanaan 5 iiiinai tahunan
sampai akhir tahun perencailaan, yaitu muiai tahun 2014 samper-i dengan
tahun 2*34.
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i4) Indikasi waktu peiaksalaa:r sebagaimana dimaksud pada a-vat {3} terdiri
S^*; A iamnnrl +nLnnnn ;^*-i.^ 1;*^ +^-r,-,,-^- .,^i+".\ld-rr r tLrar!,a-L, Ld-rraF,d-rf Jar5Ad- ilrrr(a La_arL{rr(1_rr, -yG_rL(r.e. Tahap pertama, lirna tahun pertama {2OI4 - 2A19) 3,ang terbagi at.as

program utama tahunan;
tr. Tahap keriua, iima tahua kedua i20lg - 2tt2+i;
c. Tahap ketiga, iirna tairun kei.iga \2G2+* 2O29i; dan
d-. Tahap keempa-t, lima tahr-:-n keempat PA29 - 2A341.

{51 Indikasi nrograrn utarna dalam arahan nemnnfaatan rrranp rvilavaht".,i-'
tercantum dalam Lampiran IV yalg merupakan kragian tidak terpisahkal
de-ri Per*turarl Daerah ini,

BAB ViI
i< H:'I H:lU l i lAl\l t/H l\l{ +F:l\ll lAl llliV Pti i\1tAi\tirAA i AiV iii iAlui :

Bagian Kesaf-u
t irTlli-i1-r

Pasal 42

ili Ketentuan pengendaJiat: peinarrfaatafi rualrg -w-ilayah kabupaten digurrakan
sebagai acua-n dalam peJaksanaan pengendalia:: pemanfaatan ruailg
w,ilayah kabupaten.

12| Ketentuan pengfndalian pel:rianfaatan ruang te.rdir. atas:
a. ketentuaa umum peraturafi zanasi;
b. ketentuan perizinan;
c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
d. ar'ahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua
Ilatpntrran T Imrrm Darofrrron TnaaaiiaLLLiiLui-, vtiiuiii i utaLur(2l uuiiuJi

Paragraf 1

Umum

Pasal 43

{1} Ketentual umum per"aturan zonasi kabupaten sebagaimana dimaksud
Pasal 12 ayat {2i hurui a merupakan penja-baran umum ketentuan yang
rnencrefttr tcnfano rrerqr.arafon ncnran{'aatqn r^rro11 rr riott L.efpnfrran:r!ur Le'u_L._ar LL.!f Le{il6 HrJa o-} 4aLa. j 

}ji-lalsrfs.f,aalrEr r Li+ii{ u_{rl rll:_LiiLi_r:fi-ii

pengenriaiiannya yatlg mencakup seiuruh wilayah kabupatea.

t2' Ketentuan umum peraturaa zonasi kabupaten digunakan sebagai pedCImait
kepada pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan zonasi.

i3) Ketentuan umufil peraturai:i zonasi kabupaien terdiri atas:
a. Ketentuan umum peraturan zanasi uniuk sistern pusat kegracan;
b. Ketentu.a:l ufi?urn ceratura::" z*nasi untuk sistel:;. -ja-ringa;: transportasi

derqt'g(4gL?

c. Ketentuan umurn peraturan zon*si untuk sistem jaringan
nprl-arataanian .
IrL ( AUr U LCG}Jj@ r,

d. Ketentuan umum peraturan z.onasi untuk sistem jaringan transportasi
udara;

t. Keteniuan umum peraturan z**asi untuk sistem jaringan energi;
f. Ketei'rtuan'r iiiTlurrft pei:aturari zr:nasi untuk '*i*tern j'aringan surnbei:da3ra

air;
g. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan

teiekomunikasi;
h= KeteniiiaTi irmum pei-aiili-a-n zcnasi iintiik kan*'asa;r iindt;-ng; dan
i. L{ettntuan umurn frxraturafi zsnasi uli'tuk kawasan budidava.
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Paragrel 2
Iz-ataelrran T Tmrrra E:ara+rrenn '7^*^-;t\LLLrlLUArl Uttlurlr I Ll aLUI Att UVILAJI

Untul; Sjstem Pusat Kegiai.an

Pasa] 4+

i1) Ketentuan umunl peraturan zonasi urituk sistem pusat kegiaran
cclrorycimcna r:li-a'L--r..1 rialcm D,:c.:i 42 atrat i?i i-rrlnrf a torrliri rlari.
'Juuaflaiiladji(1 Lira-Lica-l\-i-.(i La<ijcilii i il-sar-l -!, ii-yir-L ilij itLii iji ii LiriLirrt iJaj i,

a. Peraturan zonasi untuk PI{W;
b. Peraturan zonasi untuk FKL;
a. Ecroirrron znnoci rrnirriz TrE;fu'. rlonL. r vlaLur@L Lvr taJt ullluta I I i1, udlil

d. Feraturan zo*asi ut-rtuk PPL"

{2) Peraturan zonasi untuk PKw sebagaimana dimaksud pada ayeLt{1} huruf a
Xiortorr^ .{o.Lii$i.isijr r ucfl$Gfi filefi]pefn atlKan:
a. pelrlanf,aatan ruang Lrntuk kegiatan ekonorni perkota?n herskala

provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan
yang sesuai riengan kegiatan ekonomi:rang dilayalinya; dan

t]. pe&Eemilarlgaft {un'gsi kav-rasari perk+taa* sebagai piisat periaukiman
dengan tingkat intensita-s pemaxfaa-tax !-r-la-ng m.enengah ,r.allg
kecenderungafl pengembargan ruaflgnya ke arah horizontal
ciikendalikan.

{3} Y*raturan zonasi uniuk PKL sebagaimana dimaksuti pada ayat i1} huruf b
dieusun <iengan ftefilperhatikan Fe-ffi'ai1iaai:an ruang uniuk kegiaia;r
ekonomi berskala kat-rupaten yang didukr:ng dengan fasiiita,s dan
infrastr'uktur perkotaan yang sesuai derrgari kegiatan ekonomi yang
dita3,-aninya.

{4i Peraiuran z{}*asi ur:iuk PFK sebagainaaT'La dimaksud paida ayat {i} hurui c
disusuri deaganr -lTrefrlF+rhatika* p*ma::faatam ruasg urituk k-egiata:r
ekonomi trerskafa- kecamata-n yarg c1-ic1-u-kung dengan fa-silita-s dan
infi-astrukiur perkotaan yarrg sesuai dengan kegiatan ekonomi yang
ditayaninya.

isi Perair.rran z.onasi untuk PPL sebagaimaaa dimaksud pa{ia ayat iii huruf d
disi.lsui'' deng'a* memperltati!:arr per*aefaata:t riianrg untuk keg'ratan
ekonomi berskala desa/perdesaan yang didukung dengan fasilitas dan
infrastuktur perkotaan ya-ng sesuai dengan kegiatan ekonomi -fang
ciiiayaninya.

Pa-ra-grai 3
Ketentuan Umum Peraturan Zolriasi

Untuk Sistem Jaringan -fransportasi Darat

Pasal 45

{1} Ketentua;r umum peraturan zor'& i untuk jaringal transportasi darat
se'oagaimana dimaksud dalam Pasai 43 ayat i3) huruf b ierd.iri dari:
a. Ketentuan umufi1 peratui:ar zonasi uiltuk ja*ngan j#an iiasionaJ

maupun jaian prcvinsi;
b. Ketentuan umurn peratui'an zonasi untuk jaringan jalan kabupaten;

A^^uil!

C. KetentUan unlUfi] peraturan zonasi unftrL iqrit'toerr tratrqlrnrf.aqi sr tnsai
rian penyeberangan.

tZl Ketentuafi umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasionai maupun
iilan proviasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a disusun dengan
mamnprFr oiii.an,, rruarrFrv ! llq Lrllal l.
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a. Pemalfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional maupun jalan
provinsi <iengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi _yang
kecenderungan pengemha.ngen rlrangnlra Cii:atasi;

b. Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di
sepanjang sisi i*.llen nasionai maupun jaial provinsi; rian

^ r-!^.^^+^.^ 1i ..i.,: i-,1^* *^^;^**^1C. i/ei're,iapall $a"iis SempaGan D?Irr$tirr?R {rl Sl5l jaian rra$i0i}at ifia]npun
jaJan p::orriasi yang mesrenuhi ketentuan d-aerah penga-wa-sa-n jala:r
(Dawasjai.

{3} Ketentuan urrrum pera-tural zonasi untuk jariagan jalan kaLrupaten
oe'iroanimana riirmal.srrr{ norlo orroi r'i I i-rrrnrt' h riiotrrr cpsrroi lzetpntrranoLuq6(Irrr(lrG uilraG\guu yqgq qJgL t I, rlur ur u uraLut ouou@ r\ulLilLu.ur

t .\er?tt .z r?r I nert I nri a n {ren 11 atrah.erri"rG-5urr uur

tL\ T<-etpnfrren rrftrrffi nprotrrran znnaci rrntrrlz iaritrrrarr fr anerrnrfaei errn<'r<ri rlan
I U rrvLvrrLu{4 lJlraLqr{:!f rvrrGur urrLqrlJ(!rfr6@r Lr@ruyvr Lqur ssrrb4 uqtr

penyeberangan sebagaimala dimaksud pada ayat {ii huruf c disusun
dengan memperhatikan:
a. Keseiamatacl dan keamanan peiayaran;
b. Ketentuan pelarangan kegiataa d.i rr:a*g rid.a-ra h'ebas di atas perairan

yang berdarnpak pada keberadaa:r aJur pelayal"'dfi sungai;
c. Keieniual peiaranga:r kegiatan di bawah perairan yang berdampak

^-..-{-. !--1--,..---{-_-* -1.,* ^-1-,,,.-,.=,-, i. .rt,-,-,
Ydni-{a IIL {JL I <a(}(a<1t r u <l t yL r0-! Ci Al t J ut t6Gt ; ue r

d= Pembatasax pema:lfaatan perairan yar,g bedampak pada keberadaan
aluran pelayaran sungai.

Paragral 4
L;'atpnttton T Tmrrm Darotrrran Taao*il\uLUrlLUdra utllullt I ul uLur urr zutluJl

T T-+"i- Q;^+^* T^*:^-^^ D^-1-^--+^^^.;^-
ullLLlh L)r'5LLrli ,c1))))Ed)t I Lihi-i vLacl}Jtcl))

Pasal 45

Ketentuan umum peratura:r zonasi untuk sistem jaringarr perkrrei.aapia:r
qehocrnir-non+ dinrnl-r<e-.rrl dniarn F+eat 4a ar.rat i2) hrrr rrf r dierrqrn ,.ierrryangLUai;uiii@icuiiiifiI-rJuuufuaiiiiagaiUqJaLi,U,iiiuiui

memperhatikan:
a. Pernanfaatan ruang di sepanjang si$i jaringan jafur kereta api dilakukan

rienoan tinoizai inicnciiarr menerroah -hinooq tinaoi r7antr lrpcpnripnrnoonuvrrbl:.ur Lrrrbl}*L i irrvrrur.bBr uirrb5r J (3r5 rruuurruur urtt>r-ur

r-)cnparrrha nsa n rr ransnva rlihalngl,
t]. Keientuan pelarafigan pemanfaatafi ruarrg pengawasan jalur kereta api yang

riapat mengganggu kepentingan operasi dan keseiamatan tra:rsportasi
pul i(cl c L<7d])ian i )

c. Pembata-sax jl-rm1a-!r perlintasa:r setlid-alg aatxa.iaringa:r ja}-rr kereta- apr
dengan jalan; dan

d. Fenetapan garis sempaoan bangunan oi sisi jaringan jalur kereta api dengan
memperhatikan dampak lingkungan da:r kebutuhan pengembangaii j aringan
jaiur kereta api.

Pa-ragraf 5
Kete*tua:r Urnum Peraiuran Zcnasi

ITnfrllr Siefeyrr fatinaan T'rnncnnr-i^+i T lrl^rnUarlL$ar ! !4rsl-rl.r !"gSL Uudld

Pasai 47

Ketentuan u.ffiur-n pera{.urafi zo"Lasi unruk Sisiem J'as'ingan Transpar'tasi U<iara
sebaga"ir:rafi* Cist*sud dalarn Pasa-l 43 ayat {;t} huruf d ha-rus disusun dengan
rnematuhi ketentua-n mengenal,:
a. pemanfaatall ruang untuk daera-tr lingkungan kerja dan daerah lingkungan

lzencnfin crqn hanri,-:., tri.:.q'qut4q,

b. pemanfaatal rualg di sekitar L,alda:' udara sesua; dengal kebutuhaa
pengemklaagan bandar udara herdasarkal ketentuan peraturan perundang-
Llndanga-n; dan



{rJ

{2i

{si

i4)

c. i..atas-batas Kawasan Keselamatan Cperasi Penerbangan dal tlatas-batas
i-^-rr^o^- i-oi.ioi* ^^-AA-vT ADaIf AL UIOar!6arI.

Paragraf 5
I',etentuan Umum Peraturan Zonasi

t 14+!"1i Q;-+^- f --;^^^^ rr*^-^.:\jtlLtlt1. 'ii5i-t:rrl LlAl'fflBc{1, e-lICl 6i

Pasal 48

Ketentuan umum prraiurafi zafiast untuk srsfem -laringan energi
srbagarttla:: dimaksud dalarn Pasal 43 xyat {3} huruf e terd.irr dari:
a. peraturan za*asi untukiaringan pipa minyak darr gas bumi;
1.'. peraturan zonasi untuk pernlrangkit te*aga listrik; dan
c. peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga iistrik.
Peraturarz zanasi urfuk ja-nngan pipa *tinyak eian gas bumi sebagaitnama
dimeksud pada 41,'at {1} huruf a cisusun dengan rnernperhatil<an
perrranfaatarr ruang di sekitar jaringan pipa minyak daa gas Lrumi harus
memperhitungkaa aspek keamanali dal k*selaruatan kawasan sekita:nya.
Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud
pa<ia ayat iii iruruf Lr rii*usun dengan r::e:nperiratika-n pe'rnaaiaatar' ruaflg
di sekita:: pembangkit iistrik harus r:rempe::hatiken jarak ama:: dari
kegiatal lain.
Peraturan zoaasi untuk ;aringan tra:lsmi:si tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pacia a5rar ii) huruf c disusun dengan memperhaiikan keteniuan
pelar'angarl pemalfaatan rr:e-113 bebas di sepa-nja:rg jalur transmisi sesuai
dengan ketentuarr peraiur-an perundang-unda:rgan.

P'aragraf 7
Ketentu_a_n LImu_m Pera_tr_:- ran Zasa_si

Untr:k Sistem Jaringan Su-mtrer Daya Air

Pasal 49

Ketentuan umufil peraturan zol,:rasi untuk sistem jaringan sumberdaya air pada
wiiayarr. sungai set:agaimarra tiirnaksuri daiarn pasa,i 43 ayat i3i rruruf i aisusun
Ceagan rner:rperhatikan :

a. Pemanfaataa ruaag pacia kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap
menjaga kelestarian iingkungan dan fungsi lindung kawasan;

t!. Femaniaaian r"uang di se<ite:: wiiayai: sungai seiaEas dengan pernanfaata:t
ruatlg pad-a wilayah sungai di kahupaien/katayang l_rerj:atasan;

c. Pengelolaan yang irerdasarkan satuan rvilayah hidrolcgis, yaitu daerah aliran
su n gai I w ila,sr ah s u ngai ;

d. Per-:gelciaa;: yar-ig djre"r:ca::aka* ,i*: djl*l<sa::ai<a-:: secar.^a te:-padi:,
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan

e. Ketentual satu sungai, satu rencair.a dan satu pengelolaan terparlu.

Paragraf B
Ket*niuan Umum Peraturan Zanasi

Ur: i uk Si ster:: jeri::gan ?eleks::: ur-iikasi

Pasal 50

i1) Ketentuan umum peraiuran zonasi untuk sistem jaringan teiekomunikasi
sebagaima-ca dim.aksud pada Fasaj. 42 alrat {3i hur-af g disusua dengan
memperhatikan pemanfaatan ruallg untuk penempatat stasiun bumi Can
menara pemancar teiekomunikasi yang memperhitungkan aspek
keamaaan darl keseiamata:i aktiviias kanx,-asan di sei<itaraSra.
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{21 Untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang maka mrnara digunakan
_F oeonmn .lo--^- foinn rmort^o-lrn*ii.nn i-ooi-^*i-.rihft^hl.fLudj a- [J\-r ocLrrra. uurrliarr LL LaJJ r]rLrrrlrLr rraLrAarr AUDrlf artluurrEarr

nerfrrmhr llran inrirr cfri felelrnrnrrnilzqqi
]-JLT IUJitUU' 

"4' 
i' ;': ; U JLi ; LUIUT}UJ

Faragrai 9
Ketentuarl iirrrum Ferai.ui:at Ziinati

I-Iatuk Kawasan Lindr-:-ng

Fas.al 51

t1l Ketentuan umurn peraturafl zorrasi untuk kawasarr iindung sebagaimana
,ii*^1--rrJ riaia* naoni ti'2 atrai r'?i Lrr-rf i- +or.iiri ^+^o.urlarGouu uaail }/cs@ ru aJqL lu, lrur ur rr fLruul aLaJ.

A Ketentr!a!1 r-r??1?!m ?1p.at!rren z.rn*ci pnillk karrrasagr hut*n linr"lrrng:.yv"--..llllrlui,S,

b. Ketentuan urnum peratui'a:l zonasi untuk kawasan resapan air;
c. Ketentual umurn peraturan zonasi untuk kawasan periinriungan

set€mpai;
d- Ketentr-:-a-n r-t111r-r-lr1 Ferati-i-r3-n zsl1a-$i tl1ltifk kawasa* *clr-aka- alam.

pelestarian a7am, dan cagar budaya; darr
e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawa11 bencana

ItHltttl.____J_

{2i iieiurrtut*} uiriur}i peratui-ait aonasi uiituk lrawtrsrui jiuLa;t iindung
sehasaimana dimaksiid ilada ava-t { 1} hrirr-rf a disr-rsun denEan
mefilperhatikall:
a. Pemanlaatan ruang untuk wisata alam tanpa merutlah bentalg atam;
1- T.r^+^.^+..^"^ ^^1^-^ ^^1,..^,.1^ l-^,-.:^+^* L^.-*--f, ---n. trereftiuan peiaiangafi SeiUi'Uft KegiaiAn :\,'Aiig tei:pfii-{'.i'tSl mengurafigi

luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
c. Pemanfaatan ruang kanvasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan

bagi penduduk asli dengax luasaii tetap, iidak mengurangi fungsi
linr-{ung kawasa-n aa;r di bara'ah pem'binasfl Insta-:'rsi }.arlg rrembic.a-r1gi
kehutanan.

{3} Ketentilan umum peraturan zonasi untuk kaw-asan resapan a:t
sebagaimana dimaksud pada a]-at i1i huruf b disusun Cengan
*^**^-L^+;l-^^.lrlLrrrlrLr rrd-Ltfr.d.rr,
a Per-n-onfqf;ien riieng secera terhaiaq rrnt!-rk l:resielat't httrli Aqrre tir7,e1z* 

t.;;;;;;;rr;;.L;ili.i i..*ampuan tinggi dalam illenahan iimpasan
air hujan; riarr

br. Per:y-ediaan sumur resapari ri.aniatau w'aduk pada iahan tei'batgun
vans srrd2fu 3fl2.

(4i Ketentuan umurn peraturarl zonasi untuk kawa-sarr per iindungan setempar
sebagairnana dimaksud pada ayat i1) hurr.rf c disusun dengan
memperhatikan:
a. pemaniaaian ruang untuk r-uar:g ieri;uka hiiau;
b. ketentuan peiarangan pendirian bangunan kecuali bangr;pan yang

dimaksudkan untuk pengeioiaan tladal air dal/atau pemallaatan air;
c. pendirian trangunal dlbatasi Trarrya untuk menunjang fungsi taman

**!---^^^:" l^"^t g$-L Eil"tir, LIa!!.

d. penetapan letrar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-unciangan.

t5) I{etentuan umufi} peraturan zonasi untuk kawasan suaka a1am, pelesta;'ian
aian-r'r, da:r cagar budaya se-i;agairnana dimaksud pad.a ayat iii hurui d
disusun dengan memperhatikan:
a. Ketentuan pela:'angarr semua kegiatan budidaya di kawasan suaka

alam dan pelestarian a-la-m;
Lt. Kegiatan wisana aiam iapai diakukan srcara terbatas sepanjangtLdak

rneru.ba]r hentans alam dan mensaflscu frinssi iirrskunp'an'
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c. Pengembangan kawasan penlrangga di sekitar kawasal suaka alam dan
peiestarian alam guna periindungan karn'asan; dan

d= Pendirian L:e-ngunan dii,.atasi han;ra u-atuk menu-njang fungsi kar,,ie-san
suaka alam dan pelestariat alam.

{6} Ketentual umurn peraturan zonasi untuk ka:nrasan rauran bencana banjir
sebagaimana dirnaksud pada ayat i1) huruf e disusun dengan
rnemperhatikan:
a. Penetapan batas dataran banjir;
b. Pemalfaatan dataran baljir bagr ruang terbuka hrjau Can

pemba"ngunan fasiiitas umum dr.*gan k*padatan rendah; dan
t). I{etentuan pelara:rgan pemanlaatan ruartg bagi kegiaian prrinukiman

clan fasilitas i:mum penting lainnya.

Pa-ragraf 1O
-iieipnirron i imrrm Ejjpro*ttrqn 7 ano oialuLUraLuur vllrurrr r ulaLur.xl uulaalJa

T In+r ri- Tfn",nann 8,,,{; fi^-.^

Fasai 52

{li Keteniuam urnurfi peraturar eorasi urtuk kawasar. i<awasan bud,id,aya
qei-racrairnanrt dirna'rzcrrd dalctr'-r naqqi 42, atrat I?l ierrrrri i ferr{iri afaq'uv vq25r-urrr

a. Ketentuan ufilufil peraturan zonasi untuk kawasal hutan produksi dan
hntan rakyat;

h 't{eienirran rrmlrrrr nerqillrrn znnasi rtntrtlz lzauzacarr rtnrrtnirr'rqn
|\/vr qrrLurrurr

nerfanien ienaman rlafisr?1 -

c. Ketentuan urrium peraturan zsnasi untuk kawasan peruntukan
pertanian hortikuitura;

-7 T7^t^-i--^- ^^-^.,,-^.. -^-^^: ,..^+,-1- 1-^--.^^^-^ -^^----^L--1-^-^{1. f-ei"ei-riUaf! Umliili perant.lran Z{ti-rasi UrrtUK KaWas'afl perUi-rtUKai-r
perkel,runa:r:

e. Ketentuan umum pera-turan zonasi untuk kawasan peruntukan
penkana;r;

f. Fietentuan umum peratui'afi zonasi ufttuk kawasan pei'uniukan
peternakaJt;

g. Ketentuan umurn peraturan zo*ast untuk ka..erasan peruatukan
nar+nm-t-.^
}J\-r LCLIrr L,clrr6d_rr,

h. Ketentuan umunn peraturar''. zonasi ir-ntuk [2r"r.,-qgg-n peruntukan
industri;

i. Ketentuan umum peraturan z*na i untuk kawasa:r peruntukan
^^-"=='i^^ +^ .
l,.d_r r-w ti)-d-L'd_,

i Ketentuan rllt-llIi'l'r nerSfr-11211 zOnaSi Untqk kawaSan nerU-ntr_tka4j- H!+ !r-;rLar-r+:

permukiman; dan
k. Ketentuan ulnum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan

1liui4.rua.rtiiirr.

i2i Ketentuan iii"iliiirl pera'iuran zcaasi uaiuk ka-+,rasa:r trui.an produksi dan
hu-tan ralqyrat sehagajm ana- d-lrrwksr-rd pada asat { 1i hr-lruf a di-sr-r sr-r-n denga:r
mematuhi keientuan mengenai:
a. pemtlatasan pemarlfaatarl hasil hutan untuk menjaga kelestarian

-- ----L ^- l-=.- 1-==4^.."sLliirL,cl uaJa i iu Li{i i ;

b. kew,ar*puan untuk rr,;e.lakukast pernuLib,an kondisi sursber daya alarrtt
t. mengutarnakan pernanfaatan hasil hutaa melalui pemiranguaan hutat

ianamon'LrxAUrrrt!r,

d. larangan pendirian bangunan pada hutan produksi kecuali han;.a untuk
menunjang kegiatal pemanfaatan hasil hutan;

e. pemiratasan pfnggunaari kawasas hutan proriuksi; dan
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f. dimungkinkannya dilakukan kegiatan penarnbangan, namun harus
mengikuti ketentuan peraturail perunciang-undangan yarrg beriaku di
trid"eno kehUtanan,

i3I Ketentua:: umum peraturan zonasi untuk ka'sasa-i:. peruntukan pertanian
tanarnaa pangan sebagaimana dirnaksud pada ayat {1} huruf b disusun
dengan rnemperhatikan :

^ Damanfaatan rlrGnfi rrnirrlz nerrmrri.iman nptani riennan izonoriatano. t LliaairGaLqal r qurfi uarLqA }/Ur lrrur\rarrqlr PvLqrrr uurr6qal r\L}Jqu4Lqrr

rendah;
L). Ketentual pelararigar alih fungsi lahan menjadi lahan kruCi daya non

pertaniaa kecuaii untuk pe:rrlbafiglifiafi sistem jasingan pra$arana
irig'asi, ser'ra sist-em jaringan trrergi ij'ariag'.tr 'r-l'anislirisi iis'rtik d'an piptr
misasl:----a>*"/ )

c. Ferluasari areal kawasan sawah beririgasi; dan
d. ketentuan jumiah rian jenis komoditas hortikultura yang memiliki nilai

ekanom i t inggi d an kei in ggtil a-rr kompa ra ti f.
ln\ az-L -- 

--: ----L--1- 1----,- ^------L--1---- ,----L---:--,

i+i rrCltilLlld"tl utlii.rlrr pci'd-t'rlf'd-ii Zriita'dl tililttti i(awati'dIl pCTt}IILttKaII iJeilaiilaii
hortikuitura setra-gaima{ra- dimaksud pada a-vat {1} huruf c d-isusu-n denga-n
memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan

-.^.^l^1^.i rr{Ji1rt,

b. ketentua-n jumlah dan jenis komoditas hortikultura yaxg memiiiki nilai
ekonomi tinggi dan keunggulan kornparatif; dan

<faa+a- i.^.,,^-^- ^^-"-+,' i-^- i^^-+ii-" i+"-^ "-+"' i- +^*^%^^(-. }-,Llrrd_rl'rd-dL<rlr r\d-waDar-rr PUr LtrrLLlr\d-ri l.ttjl LrAL.rlLLlrd rllrLttr\ L nrd,Jrrd-rr
npr|,ehrrnon tprrrfarna wn1;16; hrrken herttne t7^nernp.n lrorpa anahiin
i-."-rrluuuarer.rr L.\,! u-{.*!!!G j.*..b r ra_l.,!{r+ uts,*ur:u

terjadi wabah penyakit tanaman hortikultura pada kawasan yafig
bersangi<utan.

(5) Ketentuan umum peraturan zcnasi untuk kav,,asan peruntukan
^^-i-^1-"*^- ^^i.^^^;*^-^ ;;*^1-^"X ^^.i^ n,,a+ i i i i^"-"f X ii^"^.'* .i^-^^-yu1 ALULr.trcl-rf r)LUar-Sclrrrl'd-rrd- LrrrIrcLA$Lrtl }Ja-Lra- d--yd-L trJ rf Ltr Lrr Lr Llr.DLlJLrlr Lrull6arl

rnernnerha-tikan:--'"-^-r
a. Pemanfaatan rua-ng untuk kegiaian perkeLlunan baik yang sesuai

dengan kemarnpua-n penggunaan teknolcgi, potensi sumber daya alam
J^* ---.*1^^-.J---- ^-'^ J-' ---:l^-.^1^ ^^1-.'+^-*-.^.-Ll'd"Ir E'Llilll,rtrr L}aJ/-d- rtliarrLli)l-d- \-lr w lr'd.y ir-r1 btr,I\rL'dl 1l-y ia,

b. Ketentr-ran ju-mlah dan jenis komoditas perkebrr-flar!:larug memiliki nilai
ekonomi tinggi dan keunggulan komperatif; dan

c. Pengembangan sistem jaringan infrastruktur utama"

{6} Ketentuan urnum peraturan z*rza*i uniuk i<an:asan peruntukan perikanan
sebagaimana d.imaksutr pada ai'aL iii hurui e disusun dengan
memperhatikan:
a. Pernalfaatan ruang untuk permukiman pembudidaya ikan dan /atau

nelayan dengal kepacfatan renciah;
h). Pema-r-rfla-atan su-mber daya perikana:r a-gff iidak ineiebihi potensi

lestari; dan
c. Ketersediaan infi"astruktur untuk kegiatan perika"na:r.

{7} Ketentuan ulnum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan
setraga-lmana eiimaiesuri pacta ayat iii huruf f ciisusun dengan
mPmnerlrol iL,qn'

a. Yemantaata;a ruang untllk permukiman petaxi dengan kepadatan
renriah'

ir Pr.m,rnfiaiqn rrrano rrnittlz nprr?arr'tzirrran nr.iqni iprnalz ,ip-.r.--Lur lr(.gr uLal6i:ga

keoadatan rendah:
c. Pemanfaatal sumtrer daya peternak&fi aS&r tidak melebihi daya dukung

Lingkungan;
J ry^^^^: ..^l^ 

---^^+ ---^^+ -^*1-:t:L^^ -7^^ ^^-^----^-^:^-^ L^-^-^^1- -1 ^-^**--ii. riLlrrtibl lJdud- l_rLrbdL-pLrsiaL perlrururL'd-li i._r'd-ir pciiiuiiliiair LCrrrd-iL uctrB'dlt
perrge*L*g.t sarana dan prasaral.la-; {1alr-



e. Mengembengkan produksi peternakar dengal nilai ekoncmis tinggi
meiaiui peningkatan pengeiahuan masyarakat iot<ai dan keariian lokai.

{8} Ketentuan umum peraturan zonasi uncuk kawasan peruntukan
rt+rtcrnhcnc.:n cphorytimcnc rr!imai,errsil na,.ila o\r4+ ti\ hrrrrrf ry rj!iar:+rr-
li-vi L(:jiiiicrii86rir JLiiq-i"g.iiii(fii(:" ijjiiicat\Ji-ir-l ljcatid (iYiil i i j iiiji i-ii A ijii}u$Li-ii

denga:r i:nernperhatikan :

a. Fengaturaa pfndiria-n balgunar agar tidak mengganggu fungsi
kegiatan pertam?,-argal yang riitetapkan pei'aruran perundang:
undangan;

ii. Pengaturat kawasan iamhrang dengan memperhatikan keseimbangal
afittra- biaya darr man{aat serta keseimbar:ga:r arLiara risiko dan
*,^*f^.-...r r rdi lro_d-L,

c. Pengati-rrarr trangtl3s11 lain disekitar instala-qi da:r peraJatan kegiata_n
pertambangan yang berpaiensi menimhrulkan baltaya dengan
memperhatikzur kepentingan ciaerah;

d. Pengelolaan iimtia_h perta:rtbaegan;
e. K*gTatan perharrtbangan *perasi produksi h.arus terleblh clahulu

mfrnperoleh dokumen lingkungan;
f. penga-\^iasax secaia ketat terhadap kegiatan penambalgan untuk

lxencegal: teryadinya kerusakan lingkungan;
g. wajib meiaksa-nakan reklarnasi pada lahan-iahan bekas penambangan;
h. rneiengkapi p*nzinan sesuai ketentuan yang berlaku;
i. pengefflbailgarr tra.wasan prrtambaagan diiak-ukanr dengan

rnerirpertirnba:igka* potensi bahen tambang, kcndisi gecl+gi dan
geohiCrologi daiam kaitann3ra denga:r keiestarian iingkugan ;j. pengeloiaal kawasan bekas penambangan ha-rus direhabiiitasi sesuai
denga-tr zoriaperuniukan yang riiteiapkan, sehingga menjadi iarran -yang
d-a-pat digr-inakan kemi:aii sebaga-i ka:xa*a-n hijau, ataupl-in ktgiata-n
budi daya lainnya d"engan tetap memperhatikal aspek keiestarian
lingkunga:r hidup;

k. kewajiben mclal<ukan pengel*laan Jingkungan selama iran setelah
berakhirn3ra kegia-tan penamtrangal :

f. iidak diperboiehkan menambarrg batuan di perbukitan yarrg di
trawahnya terdapat mata a1r Benting atau permukiman;

rn. tidak diperbolehka-tr anenaelbang bcngkah-bcngkah batu da-ri dalam
sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan;

n. percampuran kegiatan penambaagan denga-n fungsi kawasan lain
oiperboiehka* sejauh mendukr:ng atau ti{iak rnerubah fungsi Lrta-lna
ftgr.x.rgsg11; dan

o. penambangan pasir atau sirtu di <iaiam badan sungai hanya
riiperi:'clehkan pada ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak
menft zr b u lkarr d artt p ak *t gatii tt rLtari.ap }irrgku ngan.

tq} Ketentual umum peraturan zc*asi untr:k ka'*rasal peruniukan industr-i
sehnoeinra4g dirnakSrfd osds nvet 111 hUrUf h diSUSUn d.rnsancJGL iri ::uiur :t ul--

mernperhatikan:
a. kemampuan penggunaan teknoiogi, potensi. sumber daya aiam rian

su:nbe:- deya ::;a:rusia di wiir.ryah sekit*:.r:3ra;
b= pem'!:atasa-n perntrangltnan per:umahan ba-ru sekitar ka,rnra-san

peruntukan industri;
c. pemani'aatan ruang untuk kawasan penyarigg a antarakawasan indu stri

clcngait pci mukirrral; dan
d. pengelolaan limbah industri.

{10} Ketentua-ir umum peraturan zonasi uatuk kawasan peruntukan pa-riwisata,
sebagaimana dimaksud pada ayat iii huruf i disusun dengan
tntrnperhatikan:
a. Pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesu'at dayadukung



dan daya tampung iingkungan;
b. Periinciungan ierhaciap situs peninggaian kebuciajiaan masa iampau;
c. Pembatasa-n pendiria-n bangunan hanya untuk menur4'ang kegia_tan

pariwisata; dan
c,. Ket*rttuax pelara-agan penoirian banguaafi seiajn yafig tiimaksuri pada

1F
lltt l Lli t-.

{i ii Keter:iuan umurrL peraturan z**asi untuk kanvasan perun.tukan
permukiman setlagajmana dima-l<sud pada ayat {1i huruf; rlisusun dengan
memperhatikan:
a. ?*trt*pan ampiop ba;rgurnn;
b. Fenetaparr terrra ar'eitek'rur b.atrgurta;r;
c. Penetapan keiengkapan L_ia:rgunan dan Lingkunga:r;
d. Penetapan jenis dan syarat penggunaal Lrangunan yang diizinkan; dan
e. Fengelclaan sarana dan prasarana permukiman.

iiZ) Keientua-n urnum ptraiwrar' z**asi kar,vasa-* pertah.ana* darr k.;ama:;,1an
sebagairnana dirn'aksud rialalr; pasai ig ayat i1) iru:;uf k rxreiiprrti:
a= diLrolehkal kegiata:r pema-nfaa-ta:.r ruaxg.vang clapa-t mendukr-:-ng fi_:ngsi

kawasan pertahanan darr kearnanan;
b" peffibatasan kegiatan di daiam dan atau di sekitar kawasan perlahanan

dan keamaiiaii:raiig dapai itengaiiggu fungsi kawasan; dan
c" petrara::gan kegiatan yang dapat mengganggu atau merubah fungsi

utama kawasal.

Sagia* Ketiga
Ketentuan Penzinan

Pa-sa-i .5-3

Ketentuan perizina* sebagaimana dirnaksud dalan: Pasal 42 ayat {2} huruf-Lr merupakan acuaii -bagi peja-bat yang -berwenang daiam pemberian izin
pemanfaatan ru-ang ber:<lasarkan rencana struktu-r Can pola ruang yang
eiitetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
Izin pematrfaatan ruarlg sebagaimana CimaksuC paCa aya+, {.1i diberikan
aleh pejaLrat 3.ang berr*renang sesuai dengan kew,enangennya.

Pemberian iztn pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pa-sa-l 54

{1} Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yarg ada di kabupaten terCiri.
nin a.
dLLCTD.

a. Izin prinsip;
b. Izin lokasi;
c. lzin per,ggunaan pemanfaata* tana}r; dan-" t-:^ '^^ ^--rdir{kan bangunam.tt. tzlli 11181

{2i }'4ekanisme perizinan sebagaimana cimaksud pada qyar {1} huruf a - ci
diatu-r iebih lanjut deagan Peratu_ran Da_erah tersendiri.

Fragian Keempat
Ketentuar Insentif d.an Disinseniif

Pasal 55

ii) Pemberian insentif dan disinsentff sebagarmana dimaksud da-Iam pasal
42ayat i2i hiut=uf c rrrerupakar-r acuail bagi per-rreriniair daiarn pei-nberiaii
insentif dan pengenaarl disiasentif.

{11

{.)\to!

trj

35



(2) Insentif diberikal untuk kegiatan pemanfaatal ruang pada kanvasan yang
ciidorong pengembangannya <iengan tetap menghormati hak orang sesuai
dengan ketentuan peraturax peru ndang-rrndangan"

{3i Disinsentif d,ikel'ra.L'an terhadap per*a-nfuatan niang yang perlu dicega-h,
dihatasi, atau dikuralgi ketreradaa;in}'a be::dasarkan ketentuan dalarn
Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

{U Pembenan insentif darr pengenaafi disinsentif dalam peraanfaatan ruang
rr.riiayah diiakukat oieh pemerintah daerah kepa<ia rnasSzarakat.

i2) Femberian insentif dan pengenaarl drsinsentif diiakukan aieh instansi
ber--,ve nang se s* ai dengan ke=,+'e nalgan ni/a.

Pasal 57

{1} Pemberian insentif oieh pemerrrrtah C,aerah' kepada masyarakat termasuk
se-ictor srwasta dapa-r- Oibenkarr daiam berriuk:
a. Keringanan pqie.}< Daerah;
b. Pembirian k-ompensasi;
c. Imbalan;
ri Qerrrq rrlanff'v. r uurb,

e. Urun sa-haLn;
i. Penyediaaninfrastruktur;
g. Kemudahan prosedur perizinan; danlatau
1.-. Dar-, .=1r ^ -*^ -. '.!t. t utt6ttq6qar!.

t2, Ketentuan iei:ih ianjui mengenai iata cara pemberian inseniif diatur
riensan Peratttren Ifrrnafi
--.- 'G-

Pasai 58

{i} Disinsentlf dafi pemerintah daerah kepada masyarakat,/swasta dapat
riiir*riL-qn lrenir i k-=

a. prcgenaax pa-iak _yang tinggi;
b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
e. perrgenaan kompensasi; dani ata-u
d. p*nalti.

i2] Keierriuarr iei:i}: ianjut r::er:geirai taia cara L:emberia;r disinseniii diaiur-
dengan Peraturan Bupa ti.

Pasal 59

{1} Pemberial insentif clan pengenaan disinsentif diiakr:kar menurut prosedur
sesuai denga-n ketentuan peraturan perundang*unciangal.

12| tremireria:l insentif dan per:getzaatT disineentif dikocrdinasikan oleh tsupaii.

Bagian Kelima
Arahan Pengenaan Sanksi

Pasai S0

{1} Sanksi sebagaimai:a dimaksud etraiam Pasai 42 ayat i?i }ruruf rl merupakan
.{^1^- .- ^^*1-^: +^-L^J^-.acuaii Claiam penSenaaii sa-ll.Kgi teri!.asap:

a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesua-r dengan rencana struktur ruang
Can pc,la ruaxg wilayah Kabupaten;

b" Peianggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
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t2,

c. Pemanfaatan rua:tg tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterh,itkan
berdasarkan R-I'RW Kabupaten;

11 Penr.anfgnfen rtteno fir'le[r qcqttqi r{eneran izin nernanfaafqn rrra?1 rr rra?'.rrrqu:r& uuruuj. u(,, r5aa.< r&Lir jirLiii(uijrf_alGii i ur:ui€; J-arj5
diierbritkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

e. Peiaeggaran ketentuan yaftg <iitetapkan da.l:anr":. Fersyaratan izin
pema:r{aatarl riia::1g yafig diteri:itkair brr',ia*arkan RTRW Kabrrpa'i.en;

f. Pemaniata-s-n r*u-ang yang menghalangi akses terhad-a-p kawasan yang
oleh peraturar perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
dan/atau

g. Pemanfaataji i'uajig dengaa izir-r;r-alg diperoieh denga-tr pi'osedu-i' yarLg
tid,ak benar.

Terhadap pelanggaran sebagairnana dimaksud pada ayat {1}huruf a sampai
<iengan huruf g, kecuaii hurui c riike nakan sanksi acinrinistratii berupa:
a. peringatan t-ertuiis;
b. penghential sementara kegiatan;
t. penghentiall seraertlara petayar; a* urnurn;
,.! !==;t.->t !^l-,.^"i.Ll. P\-tli'rL-Lr}Jd-lr llJrro"Ol,

e . pencablrtaa izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
7^ 

-^*=-1:1^^* 
f-.-*^: ---^*-- )^-. /-r-,,IJ- lJtrrrrtliirrl-i_rr iuiiBisi I ud_rtFj) ltrl_l iidL.c,-\t

i. dendaadministratif.
Terhadap pelanggara-n sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b
rTilzenq'van aafl iroi oriminiairoiif irprrr no.urr\Lr ru-.Gir ouarrrJr r uLir uvr q!,c.

A nerirts'^t'^n tprf r i liq'
- !v4 vr441sl

b. penghfntia:r semefitarakegiatan;
c. penghentian seme fitara pele{ysJrLa:n umum;
.-t rLr:r--- l-,-^^:-ii. pi:iriiLuiia-li rur<'dsl;
e. pembongkara-fi bangr:na-n;
f. pernuiiha:r fungsi ruang; danlatau
g. denda administratif.

i4i Setiap starLgyangtidak {$e.r,taatirer'carLaiaia ruacgyarLgteiah ditetapka:;r
.7^^^. -7:1-^-^1-^- ^^.^1-^-' ^^^,,^.1 ;l^^*^* TT--J^^* 71^-1 ^^* RT^-^- t'tE 4^1^---^ild"ijril iili{Cit''ai4.cl! bdjlb-bl bE*j.\l'di tti:ii'8'cfii UiLt-lirjtts-UIll.li-lIig i\Ur!i{il-ZD i'a[tUfL
2AOT tenta-ng Fena-taa:l F,uang dan peratlrraJl perundangan lainn3ra-.

{3j

Pasal 61

Setiap ffafig yafig melakukan pelanggatarL
teiah ditetapkal dapat tiikenakan sanksi
nprattr ran nerr r nri a nn-rr nrl onoon
fJvruLurur pvr urru416 urru(!4S@i.

terhaCap rencaria tata ruang yang
pi*ana sesuai Oenga:"r ketentuarl

I r,

BAB VIII
t{ H I }< nflHAtlAAt\tLruuuftLUl tu/ ! Ia I

Pasal 62

Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan
keqasama antar iirias sekfrtr, iirtas rtaerah, dar iinfas pemangku
l<epentingan dtbtda-t:g penataan ruang, dibentuk BKPRD {Radan K++rdinasi
Penataan Ruang Daerah).

Tugas, susuaan organisasi, dal tatakerja BKPRD setragaimaaa dimaksud
pada aSiat iil iiatur iebih ianjut dengan Peraturan Bupati.

f 
,7i
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BAB IX
HAK, KEWAilBAli, DAi.'uT PERq.N MASYARAILq,T

Bagian kesatu
Hak Lfasvai akat

Pasai 63

Daiam pema::iaaiafl ruang r^viia],ai: Kabupaien, seliap orang berhak untuk :

a-. Mensetahni rencan a- tata ru-a119:" __D-

h. Menikmaii pertamLrahan nilai rualg sebagai akibat penataan ruang;
c. Ivlemperalch penggantian ya;rg iayak atas kerugian ya*g timbu-tr sebagai

cl_-jha* ^o!-!,-.^- ^^^ 1-^-:^+^^ ^ ^---1^^ ^: J^.- ---!i-i i-Fi-!r^Git.r fofad-rliiJial iiEtcLe{,SiijiaAif ilcBtlllt1jl ljcfiiii"cLiiiSLiii'rjut yiljtB bCS\l.C\i iir:iIB'a-rr iiriii:6-iiLa L€aLa

ruang;
d. Mengajukan keberaian kepada pejabat berwenang terhad.ap pembangunan

yaflg tidak sesuai ciengan reilcana tata ruang wiial-ah Kabupaten Sanggau;
dan

e. Mengajukan tuntutan pembatalan tzir, dan pernberhentian pembangunan
yang tidak sesuai dengan rencalra tata rualg kepada pejabat berwenang.

Eagian kedua
rz^--.^ ;;1-^ ^ \. lt ^ ^= --- -^1 -^+r\( - w clJlI lJdLtI j-VICLD-y (11 dj\.r L

n^^^1 c 4iUrbi-l-l ti'i

T-r.-1.;rn y1{6ita?1 f,ssl,qn rilrr.ro rxzilnrzql, teii..rn fira{\o rxreiih ltnf rr1c-L'iE4ii ijUrriaiia

a. Mena-a-ti reflcana ta-ta- rr-ia-ng yang telah diteia-pka-n;
b. Memanfaatkan ruaflg sesuai dengan izin pema:tfaatan ruang dari pejabat

yarr' berwena-ng;
^ afi^*^+,,X-.: 1-^+^^+-,^"- .J.:+^+^-1-- ^ A^1^* q;qa--tqa1^^ i-l^ ^^*^-]-^-+---{-. lvicilii:iir"iiii i\cltiiLi-i'ctjl }iari.8 {.rrlLli1ijr-i_iii ,.i'diri}ir pcisJdJ g-LdJl rriri pcltiiJ'rriiaialctii

ruang; dan
d. Memberikan akses terhadap ka-wasan yang oleh keteniuan pei'aturan

perundang- undaagan din-l-atakan se tra gai miiik umum.

-^ --'^-- 
Ta-L:-^

P.:#'ffi;J^":?"'
lJ^6^l &\\1 4JAa UU

1 1 ! T-r^-^.. ,-^^.,^-^1-^+ ,1^1^* <aeain+a ,{i T1.^l-,,*^+^* ,{;l^I.=,1,^^ .l-1-*'
I rl .fClalLt rlId.DJarcLAdL Ll'ar.Lrrl lJr--rrclLd-cu,r r L*dLrrE Lrr r\a(,LtycrLLrr \arldhuI\dlr Lrclrcrlrr-

a" perencarraam tata ruang;
b. pemanfaatan ruailg; dan
c. pengenciaiial pemanthatan ruang.

{2t tsentuk peran masyara}<at daiam penyusunan rencana iata ruang
se bagaiffiana dimaksud pada a.'rat iJ.) huruf a dapat berupa:
a.. Pemberian masukan rnengenai:

1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
o lfanaa+rr^- ^-^"h ^^-^^*-l- ,,,ii^-,^i-.,L. r Lr1L,1r. L LICLr L (aJ (an L }JL.rrSLrrrUCLIrSCLrr W rrd-Y CL.rr,

3. Feagidentifika-sian potensi da:r ma-sa1ah pemi:e-rrgunalr rvila),ah;
4. Perumusan konsepsi rencana tata ruax.g; d:anlatau
5. Fenyusuna* rencana struktar dan pola ruang.

1- -^---^*ii. i'efrJampalaili KeDefalafi ittlla{}ap I'aflCai:l$aii lti"rtaiia ifl-r& IUa*$;
dan/atau

c. Melakukan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah
dartf atau sesarna unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

isi Beniuk perarl masyarakat d,aXax* per*amtaztafi r&ang dapat berupa:
a. meiakukan kegiai.ai: peitraniaatarr ftrarl5 yarrg sesuai tierrgarr ke'ariian

lakel d-an rencanatata ruang yang telah ditetapkan;



b. menyampaikan masuk-an mengenai kebijakan pemaniaatan ruang;
c. mernberikan dukungan bantuan teknik, keahiian, daniatau dana

delarn pengeioiaan pemanfaatan ruang;
d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pernanfaaial

ruang o:arat, ruarlg i.aut, ruang ucara, rian ruaeg di riaiam trumi dengan
memperhatikaa keani{a::. i*kai *erta stsi,iai d"eag'an kettr-:.tuan peiaturan
pe ru ndarrg-i; n d an gan ;

e. melakukan kedasama pengeloiaan ruaxg dengal Pernerintah,
pemenntah daerah, dany'atau clan pihak larnnya secara tlertanggung
jawa-D UnILiK. peflCaiiaiAj-r It-ULia-n PtriLa-Laau r-LiaiiE ncsu-iil Llcrrgalr
kete*.tuan ptraturan perundang-undalgarr ;

f. menjaga, memelihara, da:r meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan
.il^n orr,a?rpr riatro aiam'uqll Jurrruur ua_ril il@rr,

rr. melaJrrrkep usaha inr.restasi dan/aiau iasa keahlian sesitai densan
b. lriL:ailu4ir#

ketentuan per-aturan perundang-undalgan ; dan / atau
i1. ?tngajuan keberaiarl. t*rttadap kepuiusan prja*at yafig berwenang

'ter-iradap pernb'arrgunan y'd,ng diarrggap 'riuiak sesu'ai dengan relicatia
tata rt-:-ang.

(4) Bentuk peraJr mas3rry'sfuat dalam pengendaltan pemanfaa-ta-n ruang dapat
berupa:
a. rnemilerikan n:aslrkac l:iie*ge*ai arahsst t*r'asi dan/atau peraturan

zcnasi, periziii'a*, per-i-r.Lrerian-t iiisentif ,j'arr disirisentif strr"a p*irf€1r'aa-r-r

sanksi;
b. turut serta memantau dal mengawasi pelaksanaan kegiatan

pemanfaatan ruang, renca-na tata ruang yang teiair riiteiapkan, dal
,1^^* -+^-.{^-.-+1^=,-f;-n *inil,an7 l.i 1-.:l^..* ^^^^+.pcmcrrijiiiili sliiliLizi-i'irciiiJiir]ij-rt miniiiia'i fii Gifiang pei'iataaii rUang;

c. melaporkan kepada instansi/pejabat _yang berovenarrg dalam hal
menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yafig melangar rencana tata
ruang yang te.tah ditetapi<an cian adanya indtkasi i<ei'usakan dan/atau
pencenlerarr lingkungan, tidak memenuhi standar pelaya-aan rninimal
danlatau masalah yang terjadi di masyarakat <iaiarn penyeienggaraan
penataan tuaf,Lg;

-: *^-^..:,"1-^*,-^1---.=:.,-- +....'l^^." ^.- l-^^.,1,...1,.^ ^^.!^1-^+ -.,t-'!.i!-t)'. IlicllBa.]rli1'i{ii i{tru(;li,.Ld-Ir Ltrh r}'d.Lrieij }LEpuLttririli ptrJd.ud-L Pril-}rlvr }d.rlB
dipru:dang tidak sesua-l dengan rencara tata rrlang; dan/atau

e. mengajukan guga-tan pemirataian izin dan/atau penghentian
pembangurlan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada
:.--r^"^-: ! -^:-7- -L ---1^-iii Stai-i Si / pej aiiat y a,r!g Dei"weil arig.

Pasal 66

Peran rnasyarakat di bidalg per.ataan ruafig dapat disampaikan secara
iangsung dantratau tertulis.

Peran *rasyarakat sebagai*rarra dirrraksud pa-da ayat {1}, dapat
A: ^^*^^:i-^^ 1-^^^J^ D,,^^+Iaj'rsd-rrrlJcLLarr *!\- i.id{td+ D LAPd-Lr.

,--=-!:-4 --L^-^:*^^^ l:-^1-*-..J *--..:1 -. _--==_--+ ./1! :.=-_-- l.-.*__-.+rC!'d-L! Ilra'5yirl-t 4t!aL !tr!*rdBa-IIIIiaIIa. ul1j.-ticl{suLI Ljau<I. dyilL t !i J utsa LtaPd.t
disampaikan melalui unit ke{a terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 57

*aiasn rangka meningkatkarr pfrafi masyarakat, pemerintah daerah
membangrrn sistem informasi dan dokr-rmenta-si penataal ruarg yarrg dapat
.ii^i--^^ -i^-^^- ,-,,.l^1- ^i^1- *^^runrni.n+(lrd_t\DL D Lru r r6d-j. r r r r LlLl d-r i rJiur i rrralD y an d_r\d-L.

,1\
I rl

tzt

t.l I
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Pasai 58

Felaksanaan tata cara peran masyarakat dalam pertataan ruang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAE X
I{E?E }JT UAN tAi }-i - I,AI }.i

Pasa-t 59

(ii RTRW Ka-bupaten se iiagaimana dimaksud dilcngkapi dengan lampiran
bentpa buku P.-enca-lla T*l*- Rua:rg Wiia3,ah Ka-bupate* Sarggau Tahun
2A&-2*34 dan aibum peta skaia i : 5O.0OC.

t2l Buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau darr aibum peta
sebagaimana dimaksuC pada ayat {1} merupal<an bagian tidak terpisahkan
.i^-i D^-^*rrrnn T-\^^-^i.- ;-;
LICII I I 1-I d.LLl.I d-ii IJ(L\,L<A}L LLLL.

i3i Untuk operasiona: RTRW Kabupaten, disusun rencarla rinci yang melipuii:
^ D^-^^-^ n^+^;l 'F^+^ tl.'^** Lz^1-"^^+^-.(1. raL,Ii L.cLLl(a IJU Ldii i dlr:f i\ilri_iix_ i\ar-lJ LiiJdLLiir

b. Rencana Tata Ruang l{awasan Perkotaan; dan
c, Rencala Tata Ruang Kanvasafl Strategis Kabupaten.

(4i Rencala Detail Tata Ruang Kabupaten disusun sebagai dasar bagt
pertrusufi an peratr:ra;i zcnasi.

isi Rencana Tata Ruang Kawasa-t-r Ferkotaar-i disusuir uniuk semua kaw-asa-rr
pe:-kotaa-i: C,i ddam wilaysfu kabupaicn :iang a]<an cjkcr::1;a::gka::.

(6i Rei:caca Ta-ra F--iiang Ka-waszur Sirategis Kabupa-ieii ,jisusun uiiiuk semita
kawasan strategis kabupate n yafig ditetapkan.

Pasal 70

{i} Jangka waktu Rencana Taia Ruang Iililayah Kabupaten Sanggau adalah 20
idua puiuhj tahun dan ciapat ditinjau kembali i isaiui kaji daiam 5 iiimaj
!c1r:rnL(uiUa!.

l.r\ n^l^* l-^-,{i^i li-^1,,,-^^* ^+*^+^^.:^ +^++^6+ar L^-l-^i+^^ A^^*^^
\Li tJ's.ic,l$ B\rrr\risi rl j,LBf'LA!.L8iali. bt-i s.LUbrs Lt;t LCltLLt .Y iij.iB Uai iiu.tli4l-r LiLiiBijji

bencana atam ska-ia besar dan/atau pcru-trahal batas teritorial wila3rah
yar'g ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tsta
Ruang .Wiiayaj: Kabupaierr Sanggau dapat iiiiinjau kemba-li kurang ciari i
r'nn*rrl l-^Ii .l^1a* < 11i*^I +^L','*
iirc-L\.ri AC-rl ua-tclrat L, irlaitai Laiiuii.

/2) Doainin"na l,a*t-aii rol-r^^^{*^- ^ A;*^1,^',.{ ^^.l^ ^.'^+ 14i i"-^ .i;i^i-,,1-^^
\*,}i i 'urrrrrJ<1Lld-rl KLrrLLJd.r-L +ELjd5<"rj.lrdrr.i.,:L ii!r!rq_rii!({Ll tjd!,r<. d,./ij"L 14, Ju6d Lj,ltij.il-Lii{,i:iii

apabila te{adi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang
mempengaruhi pemanfaatax ruang kabu paten dan / atau dinamika internal
w tlt7vii.{l.

BAE XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pa-sai 71

{11 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan
petaksanaan yang herkaitan dengan penaiaan ruang Daerah yang teiah aria
dir4sguy*, b*ria-ku sepa:rjang tidak ber:tent=:rgan deng** da-tr tielur:r
diganii berdasarkan Peraturan Daerale ini.

{2} Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
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izin pemanfaatan ruangyang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengaa
ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa
berlakunya;
izin pemanfaatan ru€Lng yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai
dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
i. uatrrk yang belum dilaksanakan pernbangurranrrya, izin tersebut

disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkaa Peraturan Daeratr
ini;

2. untuk yarg sudai ditaksanakan pembangunarnya, pemanfaatan
ruarrg dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan
dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan
Peraturan Daerah ini;

pemanfaatan ruang yang izinr,ya sudah habis dan tidak sesuai dengan
Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan
Daerah ini; dan

{i. pema-*faaian ruarig {ii Daerah yang tiiseienggarakan ianpa izin
f :L'-- --L--1 - -- - -i- - ---: 7- -,-la - ttillflirLui('d-ti rit LlaBdr tlt i ii<u L:

1. ya-ng bertentangan dengan ketentuan Peratr-:-r'an Daerah ini,
pemanfaatan ru a,t: g yarrg be rsangku tan ditertibka:: darr di se su aikan
riengan Peraturan ilaerair ini;

2. l\raiig sesu-ai dengan keier-iiua;: Peraturan *aera-li ini, rliper*epat
uratuk lrrendapat]xar. izirt yaiis diperlukan.

?asa] 72

Peruntukan ka-rx;asan hutan pada rencafta tata ruang wilayah Kabupaten
rriengacu pada perur,tukaro kaw-a.sac? h,utan y*tt&<iirelapka;r pari:a rrncana
?atc nrans rrzilarroh Drarrinaiqurb r,ur r !

ft-1^* --hc-! tor-,ilancf ?rarioa l-crttnooo lrr'+nn H^i^* -'.;i^'.^la T1^krr^^+auala.i! trdr LLLuai.,,c-L t--9ax.fJLrr earvqrd-rt LtuLa.!-r'J<i_i4air- kviiavalt rr-{LuLi.ij<i-L.;i1 rr'leir<

belum memperoieh persetujuan peruntukan rualrgnya. terhiadap bagian
kau,'asa* hutan tersebut mengacu pada ketentuan peruntukan kav.rasan
iaufa-r: berdasa:-kan reTt-'at:La iata rzafig wiiayah Prcrinsi yatlg :aasih
t^r+rl alzr r

Elcryion l-arrraoan hr lfan rlrlam rrrilot'olr Ifnlrrrnnfah rrnnd halrrm mem^o*^toLL'a*tu r f,al!!2*4rt rruL4L u@!r w:..]al,l!i i1-UuIild-LLii Jd-irt; L'r-!El_iii ii-iLliriJi-Ec-rlt-;;

persetujuan peruntukan ruangnya seLragaimana dirnaksud pada alyat {2i
diintegrasikan ke dalant rerrcana tata ruartg::;ilayah Kabupaten yailg akan
diieeapka* eienga;r ffrcfigacr pada kere"nl*a;r peructuk-arr da,n fungsi
'izarrrocon ?rrrfon qerta t1p?1 crorll.1ron l.o*rraean ?rrri21r befdaSafke:f f.enCanaJViLU iiUiiEEAiiCGr iL4ViAg<Ei iau

tat-arrtar'g wilayah Provinsi yang masih berlaku.
Terhadap kawasan hutan yang belum meroperoleh persetujuan peruntukan

^^-t-^-^-i-^*^ .i.i*^l--r,i *^-I^ ^**^+ 1.tr ^^*^'^f;^+^*i-Liartfi,rlJa Scuagairnaiia Gima}isuC. paa-a ayai fzj pemaniaaian rUangnya
tirjal. hnlolr harr1,l3l Saftf nei Afinnyo izptefarrzrtr p'1r.1r.r hcrqifot finail$JrsL uvrLr! uLi ++.+ra d{*rJ!y* IILLLLAiIJAI yGitE' L!r,L*iidL ii!t<1i.

Pcrubahan status danlata',t fungsi kawasan hutan seita penggunaan
kawasan hutan Cilakukac berCasarkan peraturan perundang-unCangan di
bidang kehutanal.

Pasai 75

Daiam hai terdapa-t penetapan kaw=asarr hruiarr yang belum ri-isepakati parla saat
Pei'atura:i Daerah ini berlal;u, refi.cai1G d,an aliium peta disesuaikan denga:i
peruntuka-n kawasax hutan sekragaimana dimaksud dalam Pasal 7lder:gan
men:berikan tanda khusus Lrerupa arsiran pada kawasari huta:: yang Lrelurrr
riisepakati berriasarkan hasii kesepakatan antara pemerintah dan pemerintah
A ^^-^1-Liaiui Ci'Ii.

fl.

/'t \
\r,

/o1

\-,

t4|

iEi
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BAB XII
KE?ENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahufurya, memerintahkan pengundang€rn Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau

20L4

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 16 Maret 2015

SEKRETARIS KABUPATEN SANGGAU,

A.L. LE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2OL4 NOMOR 10
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATtrN SANGGAU

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SANGGAU

TAHUN 2AL4 _ 2A34

I. PENJELASAN UMUM

Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau sehagai bagian dari wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa
yang harus disyukuri, dilindungi, dikelola dan dilestarikan
pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan
manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkeianjugan demi
kelangsungan hidup yang berkualitas.
Palcasila merupakan dasar r'egara dan falsafah negara yang memberikan
keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas
keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungannya
dengan kehidupan pribadi, hubungan manusia dengan manusia lain,
hubungan manusia dengan alam sekitarnya maupun hubungan manusia
dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945
sebagai landasan konstitusiona-l mew4jibkan agar sumberdaya alam
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakrnuran
tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun
generasi yang akal datang.

Ruang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara beserta
sumber daya alam yang terkandung di dalamnya bagi kehidupan dan
penghidupan manusia dan mahluk hidup lainnya. Sebagai salah satu
bentuk sumberdaya a1am, ruang tidak mengenal batas wilayah. Namun
jika dikaitkal dengan pengaturannya, ruang haruslah mengenal batas dan
sistemnya. Disadari pula bahwa ketersediaan ruang itu sendiri tidak tak
terbatas.Bila pemanfaatan ruang tidak diatur dengan baik, kemungkinan
besar terdapat pemborosan manfaat ruang dan penurunan kualitas ruang.
oleh karena itu, diperlukan penataan ruang untuk mengatur
pemanfaatannya berdasaran besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi
lokasi, kua,litas ruang, dan estetika lingkungan.
Ruang wilayah Kabupaten Sanggau sebagai suatu surnber dava a-lam
terdiri dari berbagai ruang wilayah sebagai suatu subsistem. Masing-
masing subsistem meliputi aspek alamiah (fisik), ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan keamaran dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya
dukung yang berbeda satu dengan lainnya.Di dalam subsistem tersebut
terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macatn kegiatan
pemanfaatan ruang yang berbeda-beda yang apabila tidak ditata dengan
baik dapat mendorong ke arah ketidakseimbangan pembaagunan
antarwilayah serta ketidaklestarian lingkungan hidup.
Pengaturan pemanfaatan ruang wilayah yang didasarkan pada corak dan
daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan
meningkatkan keselarasan, keseimbangan sub-sistem, yang berarti juga
meningkatkan daya tampungnya. Pengelolaan sub-sistem yang satu akal
berpengaruh kepada sub-sistem yang lain, yang karena itu pengaturan
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ruang menuntut dikembangkan suatu sistem dengan keterpaduan sebagai
ciri utamanya. Hal ini berarti perlu adanya suatu kebijakan penataan
ruang yang memadu kan kebij aks€utaan pemanfa atafi ru ang.

Pemanfaatan ruang tidak terlepas dari pengaruh timbal batik antara ruang
dan kegiatan manusia. Karakteristik ruang menentukan macam dan
tingkat kegiatan manusia, seba-liknya kegiatan manusia dapat merubah,
membentuk dan mewujudkan ruang dengan segala unsurnya. Kecepatan
perkembangan mansuai seringkali tidak segera tertampung dalam wujud
pemanfaatan ruang. Hal ini disebabkan karena hubungan fungsional antar
ruang tidak segera terwujud secepat perkembangan manusia. Oleh karena
itu, rencana tata ruang wilayah yang disusun haruslah dapat menarnpung
segala kemungkinan perkembangan selama kurun waktu tertentu.
Di sisi lain, ruang wilayah Kabupaten Sanggau mencakup wilayah-wilayah
kecamatan yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah yang terdiri atas
satuan-satual ruang yang disebut dengan kawasan. Dalam berbagai
kawasan terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga
diantara berbagai kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan
dan perkembangan yang berbeda-beda. Perbedaan ini apabila tidak ditata,
dapat mendorong teqjadinya ketidakseimbangan pembangunan wilayah.
Oleh karena itu rencana tata ruang wilayah secara teknis harus
mempertimbangkan: {i) keseimbangan antara kemampuan ruang dan
kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan
ruang; {ii} keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pemanfaatan
antar kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas
masyarakat da-lam arti luas.

Perencanaal tata ruang Kabupaten sanggau, mulai dari proses
penyusunan hingga penetapannya, dilaksanakan dengan melibatkan peran
serta masyarakat. Peran serta masyarakat daiam perenc€Lnaan tata ruang
menjadi penting dalam keralgka menjadikan sebuah tata ruang sebagai
hal yang responsif.

Timbal balik antara pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk memberi
informasi yang menyangkut perencanaan tata ruang dan adanya hak bagi
yang terkena (langsung maupun tidak langsung) oleh kegiatan/perbuatan
pemerintah untuk mendapatkan informasi dan memberikan pendapat,
mengandung makna bahwa mekanisme itu telah melibatkan masyarakat
dalam prosedur administrasi negara. Di lain pihak hal tersebut dapat
menunjang pemerintahan yang baik dan efektif karena dengan mekanisme
tersebut pemerintah dapat memperoleh informasi yang layak sebelum
mengambil keputusan. Mekanisme seperti itu dapat menumbuhkan
suasana saling percaya antata pemerintah dan rakyat sehingga dapat
mencegah sengketa yarrg mungkin terjadi serta memungkinkan terjadinya
penyelesaian melalui jalur musyawarah.

Secara normatif, perencanaan tata ruang dimaksud perlu diberi status dan
bentuk hukum agar dapat ditegakkan, dipertahankan dan ditaati oleh
pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila suatu rencana telah diberi
bentuk dan status hukum, maka rencana itu terdiri atas susunan
peraturan-peraturan yang pragmatis, artinya segala tindakan yarrg
didasarkan kepada rencana itu akan mempunyai akibat hukum baik bagi
warga mupun bagi aparatur pemerintah termasuk di dalamnya
administrasi negara yang bertugas melaksaaakan dan mempertahankan
rencana, yan:g sejak perencanaannya sampai penetapannya memenuhi
ketentuan hukum yang berlaku.
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OA7 tentang Penataan Ruang dalam
Pasal 78 mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten tenta:rg
rencana tata ruang wilayah kabupaten disusun atau disesuaikan paling
lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
diberlakukan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menciptakan kemudahan dalam
melaksanakan pembangunan di wilayah Kabupaten Sanggau, dan dalam
rangka memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat
secara transparan agar arah kebijaksanaan pembangunan wilayah
Kabupaten Sanggau dapat terlaksana secara efektif dan efisien, yang
bertujuan untuk memanfaatkan ruang secara optimal, selaras, serasi,
seimbang, dan iestari, perlu segera disusun Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang terencana, tersusun, dan
terkoordinasi dengan baik sesuai dengan kondisi dan kebijaksanaan yang
telah ditetapkan, dalam rangka menuju tercapainya masyarakat aclii dan
makmur berdasarkan Pancasila.

ii. PASAL DEMI PASAL

Pasai 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten Sanggau mencerminkan
keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar
pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Sanggau.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan
perwujudan ruang wilayah Kabupaten sanggau yang ingin dicapai
pada masa yang akan datang {2O tahun).

Yang dimaksud dengan uana;rarr' adalah situasi masyarakat dapat
menj alankan aktivi tas kehid up arrny a de ngan terlindungi dari berbagai
ancaman.

Yang dimaksud dengan "nyaman" adaiah kondisi wilayah yang
memberikan jaminan masyarakat dapat menjalankan aktivitas
kehidupannya dengan lancar.

Yang dimaksud dengan "produkti{' adalah proses produksi dan
distribusi berjalan secara efisien sehingga malnpu memberikan nilai
tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus
meningkatkan d.aya saing.

Yang dimaksud dengan "Lrerkelanjutan" adalah kondisi kualitas
lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan,
termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi
kawasan setelah habisnya sumber daya a_iam tak terbarukan.
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Pasal 5

Ayat i1)

Yang dimaksud dengan kebijakan penataan ruang wilagah.
kabupaten adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis
besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, 1aut, dan udara
termasuk ruang di dalam trumi untuk mencapai tujuan penataan
ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan strategi penataan rucltlg tdlagah kabupaten
adalah langkah-langkah operasional pelaks anaan kebijakan penataan
ruang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Ayat (1i

Struktur rniiaJ,.ah kabupaten merupakan gambaran sjstem
perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah
kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah
kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang
meiiputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan
kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi dan sistem jaringan
sumber daya alr. Dalam RTRW Kabupaten Sanggau
digambarkan sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten dan
perletakan jaringan prasarana wilayah rnenurut ketentuan
peraturan perundang-undangan yang merupakan kewenangan
pernerintah daerah kabupaten.

Ayat (2)

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten memuat rencana
struktur ruang yang ditetapkan dalam RTRWN dan RTRW
Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 8

Pengembangan pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Sanggau memuat
sistem perkotaan nasional yang ditetapkan dalam RTRWN dan RTRW
Provinsi Kalimantan Barat.

Yang dimaksud dengan Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang
selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan
untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.

Yang dimaksud dengan "kawasan perbatasan negara" adalah wilayah
kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan
langsung dengan negara tetangga danlatau laut lepas. Kawasan
perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan
perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar.

PasaL 9

Cukup jelas.

Pasal 1O

Cukup jelas.
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Pasal 1 1

Ayat (1)

Cukup je1as.

Avat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan jalan artei pimer adalah jalan -yang
didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 6O
km per jam dengan iebar badan jalan paling sedikit 11
meter; lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu
lintas ulang a1ik, lalu lintas 1oka1, dan kegiatan loka1; jalan
arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau
kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

Huruf b
Yalg dimaksud dengan jalan kalektor pimer adalah jatan
yang didesain berdasarkan kecepatan rencaria paling rendah
40 km per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9
meter; jalan kolektor prill;,er yang memasuki kawasan
perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan
tidak boleh terputus.

Huruf c
Yang dimaksud dengan jalan lokal pimer adaiah jalan yang
didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 2O
km per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit Z,S
meter;ja1an iokal primer yang memasuki kawasan perdesaan
tidak boleh terputus.

Ayat (3)

Yang dlmaksud dengan jalan strategis nasional adalah jalan yang
melayani kepentingan nasional dan internasional atas dasar
kriteria strategis, yaitu mempunyai peranan untuk membina
kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah rawan,
merupakan bagian dari jalan lintas regional atau lintas
internasionaT, melayani kepentingan perbatasan antarnegara,
melayani asset penting Negara serta dalam rangka pertahanan
dan keamanaJl; jalan strategis nasional merupakan jalan yang
pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawair pemerintah.

Ayat (a)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan Terrninal Tipe B adalah terminal
penumpang yang berfungsi melaSrani kendara:an umum
untuk angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP),
angkutan kota, dan angkutan pedesaan.

Persyaratan lokasi bagi pembangunan terminal tipe B
meliputi:
. Terletak di Kota atau Kabupaten dalam jaringan trayek

antar kota dalam provinsi;
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Terletak di jalan arteri atau kolektor dengan kelas jalan
sekurang-kurangnya kelas IIIB;
Jarak antara dua terminal penumpartg tipe B atau dengan
terminal tipe A sekurang-kurangnya 30 km;

:',,1H,131il,',x?f"'H:3:";*}f :?":1,ffir#,:J?iH"
dari terminal, sekurang-kurangnya berjarak 3O rneter.

Huruf c
Yang dimaksud dengan Terminal Tipe C adalah terminal
penumpang yang melayani kendaraan umum untuk
angkutal pedesaan.

Persyaratan lokasi bagi pengembangan terminal tipe C

TtHItIak di Kabupaten datam jaringan trayek angkutan
perdesaan;
Terletak di jalan koiektor atau lokal dengan kelas jalan
setinggi-tingginya kelas IIIA;
Tersedia lahan yang sesuai dengan permintaan angkutan;
dan
Mempunyai jalan akse s masuk atau jalan keluar
kendaraan dari terminal sesuai kebutuhan untuk
kelancaran lalu iintas di sekitar terminal.

Huruf d
Yang dimaksud dengan Terminal Khusus ada-lah terminal
yang dikembangkan khusus untuk melayani kendaraan
angkutan barang guna kepentingan khusus distribusi
barang.

Huruf e

Cukup je1as.

Huruf f
Cukup jelas.

I{uruf g
Cukup jelas.

Ayat (s)

Cukup je1as.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup je1as.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas
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Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (i)

Pola ruang wilayah kabupaten Sanggau merupakan gambaran
pemalfaatan ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan
yang berfungsi lindung maupun budidaya yang beium ditetapkan
dalam RTRWN dan RTRW Provinsi Kalimantan Barat.

Pola ruang wilayah katrupaten Sanggau dikembangkan dengan
sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan
dalam RTRWN dan RTRW Provinsi Kalimantan Barat.
Rencana Poia ruangwilayah kabupaten Sanggau memuat rencana
pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN dan RTRW Provinsi
Kalimantan Barat.

Ayat (2|

Cukup je1as.

Ayat (3)

Cukup je1as.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 2 1

Kawasan Hutan Lindung ditetapkan dengan kriteria:
1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan

intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka
penimbang mempunyai jumlah nilai (skorei 175 (seratus tujuh
puluh lima) atau lebih;

2. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan lOaA (empat
puluh per seratus) atau lebih;

3. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 (dua ribu)
met-er atau lebih di atas permukaan laut;

4. Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap
erosi dengan lereng lapangan lebih dari 157o (lima belas persen);

5. Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air; atau
6. Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)

Kawasan resapan air adalah adalah kawasan yang mempunyai
kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga
merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna
sebagai sumber air.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2|

Kau,asan sempadan sungai ditetapkan dengan ketentuan:
a) Sempadan sungai bertanggul di iuar kawasan permukiman

kota ditetapkan sekurang-kurangnya tima rneter sebelah luar
sepanjang kaki tanggul sungai, sedangkan sempadan sungai
bertanggul di dalam permukiman perkotaan d.itetapkan
sekurang-kurangnya 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki
tanggul;

bl Sempadan sungai tak bertanggul di luar kawasan
permukiman perkotaan, pada sungai beserr ditetapkan
sekurang-kurangnya 100 meter dari titik pasang terendah,
dan pada sungai kecii di.tetapkan sekurang-kurangnya SO
tneter dari titik pasang terendah; sedaagkan untuk sungai tak
bertanggul di dalam kawasan permukiman kota bila
kedalamannya tidak lebih dari 3 meter sempadannya
ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter dari titik pasang
terendah dan bila kedalamannya lebih dari 3 meter ditetapkan
sekurang-kurangnya 15 meter dihitung dari titik pasang
terendah.

Ayat {3)

Kawasart sekitar danau/waduk ditetapkan dengan ketentuan:
a) Sekeliling danau / waduk yang lebar proporsionalnya dengan

bentuk dan kondisi fisik danau I waduk sekurang-kurangnya
50 meter dari titik pasang terendah kearah darat dengan
tepian curam;

b) Sekeliling danau / waduk yang lebar proporsionalnya dengan
bentuk dan kondisi fisik danau / waduk sekurang-kurangnya
100 meter dari titik pasang terendah kearah darat untuk
danau / waduk dengan tepian landai.

Ayat ia)

Kawasan sekitar mata air ditetapkan dengan ketetntuan daerah
sekitar mata air dengan radius sekurang-kurangnya 2OO meter
kecuali untuk kepentingan umum.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas
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Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat {1)

Huruf a
Kawasan Hutan Produksi Terbatas, ditetapkan dengan
kriteria rnemiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan
intensitas hujan dengan jumlah skor 125 (seratus dua puluh
lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat).

Huruf b
Kawasan Hutan Produksi Tetap, ditetapkan dengan kriteria
memiliki faktor kemiringan lereng, .Jenis tanalt, dan
intensitas hujan dengan jumlah skor paiing besar 124
(seratus dua puluh empat).

Huruf c
Kawasan Hutart Produksi yang dapat dikonversi, ditetapkan
dengankriteria sebagai berikut :

a. memiliki faktor kemiringan lereng, .jenis tanah, dan
intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar L24
(seratus dua puluh empat;

b. danlatau merupakan kawasan yang apabila dikonversi
marnpu mempertahankan daya dukung dan daya
tampung lingkungan.

Ayat {2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup je1as.

Ayat {5}

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP) adalah wilayah yang
memiliki potensi sumberdaya bahan tambang yang berwujud
padat, cair atau gas berdasarkal peta/data geologi dan
merupakan tempat dilakukannya setragian atau seluruh tahapan
kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum,
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eksplorasi, operasl produksi dan pasca tambang, baik di wilayah
daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan
iahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.

Ayat {2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (a)

Cukup jelas

Ayat (s)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Kawasan Peruntukan Industri adalah bentalgan lahan yang
diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata
Ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud "kawasan industri *adalah kawasan tempat
pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan
prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh
perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki iiin usaha
Kawasan Industri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Kawasan peruntukan permukiman ditetapkan dengan kriteria:
a. Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan

rawan bencana;
b. Memiiiki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar

kawasan; dan I atau
c. Memiliki kelengkapan prasarar.a, sarana, dan utilitas

pendukung.

Ayat (2)

Cukup je1as.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

A:,at (1)

Yang dimaksud "kawasan peruntukan pariwisata, ad.alah
kawasan dengan luasan tertentu yang dibangun atau disediakan
untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata.
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Pengelompokan kariu'asan peruntukan pariwisata didasarkan
ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana kemudahan
aksesibilitas, karakteristik potensi pariwisata dan wilayah serta
sosial budaya, Keterkaitan antar pusat-pusat pertumbuhan
melalui pengembangan kawasan berdasarkan koridor,
pendekatan pengembangan kawasan berdasarkan prioritas sesuai
kekuatan daya tarik wisata.

Ayat (2)

Cukup je1as.

Ayat (3)

Cukup je1as.

Ayat ft)
Cukup jelas.

Pasal 35

Kawasan peruntukan pertahanal dan keamanan Negara adalah
wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk
kepentingan pertahanan.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat {1)

Cukup jelas.

Ayat {2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Indikasi program utama adalah petunjuk yang memuat usulan
program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya,
instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka
mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengal rencana
tata ruang. Indikasi program utama merupakan acuan utama
dalam penyusunan program pemanfaatan ruang yang merupakan
kunci dalam pencapaian tujuan penataan ruang, serta acuan
sektor dalam menyusun rencana strategis beserta besaran
investasi. Indikasi program utama lima tahunan disusun untuk
jangka wakttt rencana 2O tahun.
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Ayat {a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup je1as.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (l)
Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan umum yang
riengatur pemanfaatan ruan gl penataan Kabupaten Sanggau dan
unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang -yang disusun
untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan
rencana rinci tata ruang.

Rencana rinci tata ruang merupakan penjabaran rencana umum
tata ruang yang dapat berupa rencana tata ruang kawasan
strategis yang penetapan kawasannya tercakup di dalam rencana
tata ruang wilayah. Rencana rinci tata ruang merupakan
operasionalisasi rencana umum tata ruang yang daiam
pelaksanaannya tetap memperhatikan aspirasi masyarakat
sehingga muatan rencana masih dapat disempurnakan dengan
tetap mematuhi batasan yang telah diatur dalam rencalla rinci
dan peraturan zonasi.

Feraturan zonasi berisi ketentuan yang harus,boleh dan tidak
boleh dilaksanakan pada zfrfia pemanfaatan ruang yang dapat
terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang {koefisien dasar
ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai
bangunan,dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana
dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk
mewujudkan ruang yang arnan, nyaman, produktif dan
berkelanjutan.

Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten dan peraturan
zonasi yang melengkapi rencana rinci tersebut menjadi salah satu
dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga
pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana
umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Ayat (21

Cukup jelas.

Ayat {3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup je1as.

Pasal 45

Cukup jeias.

Pasal 46

Cukup jelas.
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Pasal 47

Cukup jeias.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jeias.

Pasal 50

Cukup je1as.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jeias.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Avat (3)

Cukup jelas.

Avat {ai

Cukup jelas.

Ayat {5}

Cukup jeias.

Ayat (6i

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan dokumen lingkungan adalah AMDAL,
UKL, dan UPL yang dilengkapi RPL dan RKL untuk yang berskaia
besar, atau SPPLH (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengeloiaan
dan Pemantauan Lingkungan) untuk yang berskala kecil
(pertambangan rakyat).

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (1 1)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.
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Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait
dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan
peratural perundang-undangan harus dimiliki sebelum
pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Ayat (2)

Cukup jeias.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Avat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan iztn prinsip ada,lah tzin yaxg
dibrerikan oleh Pemerintah Daerah kepada badan usaha atau
perseorangan yang akan melakukan suatu usaha atau
investasi di Daerah. lzin prinsip diberikan dengan mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hurui b

Yang dimaksud dengan izin lokasi adalah izin yang diberikan
kepada perusahaan untuk memperoleh tanah ,yang
diperlukan dalam rangka penana-lnan modal yang berlaku
pula sebagai t"ztn pemindahan hak dan untuk menggunakan
tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal.
Izin lokasi diberikan dengan mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangal.

Huruf c
Yang dimaksud dengan izin penggunaan pemanfaatan tanah
adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada
orallg pribadi atau badan untuk menggunakan tanah,
dengan maksud agar penggunaan tanah sesuai dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah. Izin penggunaan pemanfaatan
tanah diberikan dengan mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan izin mendirikan bangunan adalah
izin yang diberikan kepada perorangan atau badan untuk
mendirikan suatu Lrangunan. lzin mendirikan bangunan
diberikan dengan mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.
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Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasai 6 1

Cukup je1as.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup je1as.

Pasai 69

Cukup jelas.

PasaL T0

Cukup jelas.

Pasal 7 1

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATtrN SANGGAU NOMOR 10
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